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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kami ucapkan kepada Allah Yang Maha Kuasa, karena atas semua 

limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami telah selesai menyusun Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, sebagai 

bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan Bapak Gubernur 

kepada kami selaku Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat ini disusun 

berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan 

Gubernur Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Gubernur Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. 

LKjIP ini memuat pencapaian kinerja terhadap pelaksanaan program dan 

kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran strategis Dinas Sosial sebagaimana telah 

ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja antara Gubernur Sumatera Barat dengan 

Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025. Dokumen LKjIP diharapkan 

dapat memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan 

berkesinambungan dalam peningkatan kinerja maupun untuk evaluasi kinerja Dinas 

Sosial ke depannya. 

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu 

dalam penyusunan LKjIP ini. Kami berharap semoga LKjIP ini dapat memberikan 

kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi 

Sumatera Barat.  

Padang, 25 Februari 2026 
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IKHTISAR EKSEKUTIF 
 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Provinsi Sumatera 

Barat Tahun 2025 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari 

pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 

dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Penyusunan LKjIP ini pada hakekatnya merupakan 

kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai penyelenggaraan 

pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial dan akuntabilitas terhadap kinerja yang 

telah dilakukan selama tahun 2025. Pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu 

keharusan instansi pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah terkait pelaksanaan 

implementasi berbagai program, kegiatan dan kebijakannya dalam rangka 

meningkatkan kepercayaan publik dan mewujudkan pemerintahan yang baik. 

Penyusunan LKjIP dilakukan dengan mempedomani Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu 

Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat 

Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 

2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di 

Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.  

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam 

penyusunan LKjIP ini untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan 

telah berhasil dicapai. Sasaran pembangunan yang diampu oleh Dinas Sosial Provinsi 

Sumatera Barat pada tahun 2025 ditentukan melalui capaian tiga Indikator Kinerja 

Utama (IKU) yaitu persentase PPKS yang mandiri, nilai akuntabilitas kinerja OPD, dan 

tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi. 

Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan publik di 

bidang kesejahteraan sosial dengan mengacu kepada Visi Gubernur Sumatera Barat 

periode 2021-2026 yaitu “Terwujudnya Sumatera Barat Madani Yang Unggul dan 

Berkelanjutan”, maka Dinas Sosial melaksanakan misi ke-1 yaitu “Meningkatkan 

Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berpengetahuan, 

Terampil dan Berdaya Saing”. Adapun capaian kinerja pada tahun 2025 berdasarkan 

sasaran dan indikator yang telah ditetapkan, dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
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Tabel  

Pencapaian Kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 

    Sumber : Hasil Analisis Capaian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2025 
 

Tingkat capaian kinerja dari ketiga sasaran strategis yang telah ditetapkan 

dalam perjanjian kinerja tahun 2025 dapat dicapai dengan baik dan maksimal. Dinas 

Sosial Provinsi Sumatera Barat telah menunjukkan kinerja yang sangat baik selama 

tahun 2025. Rata-rata capaian kinerja dari ketiga sasaran yang telah ditetapkan adalah 

105,02 %, dan ditinjau pula dari sisi realisasi anggaran tahun 2025 yang digunakan 

untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut terealisasi sebesar 88,15 %. Hal ini 

mencerminkan terlaksananya efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan anggaran serta 

pengelolaan sumber daya yang dimiliki dengan baik. 

Tahun 2025 merupakan tahun transisi dari periode RPJMD Tahun 2021-2026 

ke periode RPJMD Tahun 2025-2029, maka terhadap indikator kinerja yang digunakan 

pada tahun 2025 tersebut, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat masih menggunakan 

indikator kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2025. Sedangkan untuk tahun-

tahun berikutnya pada periode rencana strategis 2025-2029, Dinas Sosial menggunakan 

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu 

Indeks Kesejahteraan Sosial (Ikesos). Ikesos ini merupakan suatu indeks yang baru dan 

telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial untuk mengukur taraf kesejahteraan sosial 

masyarakat secara nasional, pada suatu provinsi maupun di kabupaten/kota, dimana 

data dasar yang digunakan adalah tahun 2025. 

No Sasaran 
Strategis Indikator Kinerja Target 

Kinerja (%) 
Realisasi 

(%) 
Capaian 

(%) 
1 Meningkatnya 

kemandirian 
PPKS 

a.  Persentase PPKS yang 
mandiri 

65 74,03 113,89  

2 Meningkatnya 
Akuntabilitas 
Kinerja 
Organisasi 

b.  Nilai Akuntabilitas 
Kinerja OPD 

BB (73,25) BB 
(73,08)  

99,77 

3 Meningkatnya 
Kualitas 
Pelayanan 
Organisasi 

c.  Tingkat Kepuasan 
terhadap Pelayanan  
Organisasi 
 

85,05 86,25 101,41 

Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja 105,02 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1. Gambaran Organisasi  

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan salah satu 

wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah, 

termasuk kewajiban Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka meningkatkan 

akuntabilitas, transparansi dan penganggaran berbasis kinerja. Hal ini sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja 

Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah. Kemudian, ada pula Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 

2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2020 tentang 

Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan 

Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 juga merupakan media untuk 

melihat capaian kinerja pada tahun 2025 dan alat kendali serta alat pengukuran kinerja 

secara kuantitatif. Sebagai wujud pertanggungjawaban OPD atas pencapaian sasaran 

strategis yang transparan dan akuntabel dalam kerangka tata pemerintahan yang baik 

(good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance) serta 

memerlukan dukungan dan peran aktif lembaga pemerintah pusat maupun daerah serta 

partisipasi masyarakat. 

Seiring dengan penguatan kewenangan daerah sebagaimana diamanatkan dalam 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya 

Pasal 12 yang antara lain menyebutkan bahwa urusan pemerintahan wajib berkaitan 

dengan pelayanan dasar yang salah satunya adalah urusan sosial. Dinas Sosial Provinsi 

Sumatera Barat merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera 

Barat di bidang urusan sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi 

Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 
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dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur 

melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah 

serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.  

Dinas Sosial dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dan 

bertanggungjawab kepada Gubernur. Dalam melaksanakan tugasnya kepala dinas 

dibantu oleh sekretariat, 4 (empat) bidang dan 8 (delapan) UPTD (Unit Pelaksana 

Teknis Daerah). Terdapat pula fungsional tertentu di lingkungan organisasi dinas sosial, 

diantaranya penyuluh sosial dan pekerja sosial.  

a. Dasar Pembentukan Organisasi 

Beberapa dasar hukum atau aturan yang melandasi dari pembentukan 

organisasi, penyusunan laporan kinerja ini maupun pelaksanaan tugas-tugas urusan 

sosial sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4967); 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 160, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 
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6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

80); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 6178); 

8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2025 Nomor 19); 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator 

Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja 

Utama; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah; 

12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat 

(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Provinsi Sumatera Barat Nomor 128), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat 

(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Provinsi Sumatera Barat Nomor 128); 

13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang 

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera 
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Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera 

Barat Nomor 172); 

14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah 

Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 4); 

15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang 

Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan 

Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat; 

16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 22 Tahun 2025 tentang Rencana 

Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. 

 

b. Tugas dan Fungsi  

 Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat menurut Peraturan Gubernur Nomor 29 

Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata 

Kerja Dinas Daerah mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:  

1.    Dinas Sosial  

Tugas Pokok: 

Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan 

kebijakan daerah dibidang sosial serta pembantuan. 

Fungsi Dinas Sosial: 

Penyelenggaraan tugas urusan wajib bidang sosial tersebut, fungsi yang 

dilaksanakan oleh Dinas Sosial yaitu : 

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang sosial yang menjadi 

kewenangan daerah. 

b. penyelenggaran pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sosial yang menjadi 

kewenangan daerah.  

c. penyelenggaraan administrasi dinas;  

d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial.  

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan. 
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2.    Sekretariat 

Tugas Pokok: 

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan 

dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, 

hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan.  

Fungsi Sekretariat: 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, sekretariat mempunyai 

fungsi sebagai berikut:  

a. penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan dinas;  

b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di 

lingkungan dinas;  

c. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang 

meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, 

aset, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan dinas;  

d. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata 

laksana di lingkungan dinas;  

e. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah 

dan pengelolaan informasi;  

f. penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan 

pengadaan barang/jasa di lingkungan dinas;  

g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan dinas; dan  

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.  

2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Tugas Pokok: 

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi 

serta pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.  

Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian: 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian 

umum dan kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut:  

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan 

kepegawaian;  

b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan 

kepegawaian di lingkungan dinas;  
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c. penyiapan bahan penataan kepegawaian meliputi analisis jabatan, analisis 

beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan dinas;  

d. penyiapan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan dinas;  

e. penyiapan bahan pengelolaan rumahtangga dan aset;  

f. penyiapan bahan kerja sama dan kehumasan;  

g. penyiapan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;  

h. penyiapan bahan penataan organisasi dan pelaksanaan ketatalaksanaan;  

i. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

dukungan teknis di lingkungan dinas; dan  

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.  

2.2. Sub Bagian Keuangan  

Tugas Pokok: 

Sub bagian keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi 

serta pelaporan di bidang keuangan.  

Fungsi Sub Bagian Keuangan: 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian 

keuangan mempunyai fungsi:  

a. penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian pelaksanaan kebijakan 

teknis di bidang keuangan;  

b. penyiapan bahan pengelolaan keuangan;  

c. penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;  

d. penyiapan bahan pelaksanaan akuntansi; dan  

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.  

3.    Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial  

Tugas Pokok: 

Bidang perlindungan dan jaminan sosial mempunyai tugas merencanakan, 

melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan 

kegiatan yang meliputi perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan 

sosial korban bencana sosial dan perlindungan dan jaminan sosial keluarga.  

Fungsi Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial: 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, bidang perlindungan 

dan jaminan sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:  
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a. penyelenggaraan pengkajian program kerja bidang perlindungan dan jaminan 

sosial;  

b. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan perlindungan 

dan jaminan sosial;  

c. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi bantuan dan jaminan sosial;  

d. penyelenggaraan fasilitasi perlindungan dan jaminan sosial;  

e. penyelenggaraan fasilitasi dan bantuan dan jaminan sosial;  

f. penyelenggaraan koordinasi perlindungan dan jaminan sosial;  

g. penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi kegiatan perlindungan dan jaminan 

sosial;  

h. penyelenggaraan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan di kabupaten/kota;  

i. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan  

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan. 

4.   Bidang Rehabilitasi Sosial  

Tugas Pokok: 

Bidang rehabilitasi sosial mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, 

mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang 

meliputi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang 

disabilitas dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika 

dan zat adiktif lainnya, tuna sosial dan korban perdagangan orang.  

Fungsi Bidang Rehabilitasi Sosial: 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, bidang rehabilitasi 

sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:  

a. penyelenggaraan pengkajian program kerja bidang rehabilitasi sosial;  

b. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan rehabilitasi 

sosial;  

c. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi rehabilitasi sosial;  

d. penyelenggaraan fasilitasi rehabilitasi sosial;  

e. penyelenggaraan koordinasi rehabilitasi sosial;  

f. penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi kegiatan rehabilitasi sosial;  

g. penyelenggaraan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan di kabupaten/kota;  

h. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan  

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.  
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5.   Bidang Pemberdayaan Sosial  

Tugas Pokok: 

Bidang pemberdayaan sosial mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, 

mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang 

meliputi sosial, perorangan, keluarga, kelembagaan masyarakat dan komunitas 

adat terpencil, penyuluhan sosial dan pengelolaan dana sosial dan kepahlawanan, 

keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial. 

Fungsi Bidang Pemberdayaan Sosial  

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, bidang pemberdayaan 

sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:  

a. penyelenggaraan pengkajian program kerja bidang pemberdayaan sosial;  

b. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan pemberdayaan 

sosial;  

c. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi pemberdayaan sosial;  

d. penyelenggaraan fasilitasi pemberdayaan sosial;  

e. penyelenggaraan koordinasi pemberdayaan sosial;  

f. penyelenggaraan fasilitasi dan pengembangan pemberdayaan sosial;  

g. penyelenggaraan laporan dan evaluasi kegiatan pemberdayaan sosial;  

h. penyelenggaraan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan di kabupaten/kota;  

i. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan 

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.  

6.   Bidang Penanganan Fakir Miskin  

Tugas Pokok: 

Bidang penanganan fakir miskin mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, 

mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang 

meliputi penanganan fakir miskin perdesaan, penanganan fakir miskin perkotaan 

dan penanganan fakir miskin pesisir dan kepulauan.  

Fungsi Bidang Penanganan Fakir Miskin 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, bidang penanganan 

fakir miskin mempunyai fungsi sebagai berikut:  

a. pelaksanaan penyusunan program bidang penanganan fakir miskin;  

b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang penanganan fakir 

miskin; 
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c. pelaksanaan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan bidang penanganan 

fakir miskin;  

d. pelaksanaan pengelolaan data bidang penanganan fakir miskin;  

e. pelaksanaan fasilitasi usaha bidang penanganan fakir miskin;  

f. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi bidang penanganan fakir miskin;  

g. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi bidang penanganan fakir miskin;  

h. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan  

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.  

c.    Struktur Organisasi  

Struktur organisasi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat terdiri dari pejabat 
struktural, pejabat fungsional dan unsur staf dengan struktur organisasi sebagai berikut: 
a. Kepala dinas; 
b. Sekretariat; 

a) Sub bagian umum dan kepegawaian; 
b) Sub bagian keuangan; 

c. Bidang perlindungan dan jaminan sosial; 
d. Bidang rehabilitasi sosial; 
e. Bidang pemberdayaan sosial; 
f. Bidang penanganan fakir miskin;  
g. UPTD, dan; 
h. Kelompok jabatan fungsional 

Struktur organisasi perangkat daerah Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat 
menggambarkan jaringan kerja antar bagian-bagian dengan struktur organisasi 
sebagaimana dapat dilihat pada bagan 1. Adapun UPTD yang disebutkan pula pada 
Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 adalah organisasi yang 
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu 
pada dinas atau badan daerah.  

Pembentukan UPTD pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat secara khusus 
diatur pula dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 96 Tahun 2017 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Sosial 
Provinsi Sumatera Barat. Terdapat 8 (delapan) UPTD di jajaran dinas sosial, yaitu : 

1. UPTD Panti Sosial Bina Netra Tuah Sakato di Kota Padang; 

2. UPTD Panti Sosial Bina Grahita Harapan Ibu di Kota Padang; 

3. UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja Budi Utama di Lubuk Alung, 
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Kabupaten Padang Pariaman; 

4. UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Tri Murni di Kota Padang Panjang; 

5. UPTD Panti Sosial Bina Remaja Harapan di Kota Padang Panjang; 

6. UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Sabai Nana Aluih di Sicincin, Kabupaten 
Padang Pariaman; 

7. UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Kasih Sayang Ibu di Batusangkar Kabupaten 
Tanah Datar; dan 

8. UPTD Panti Sosial Karya Wanita Andam Dewi di Kabupaten Solok. 
 

 

Bagan 1 

Struktur Organisasi dan Tata Kerja 

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Sumber:  Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 
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d.    Sumber Daya Manusia 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Sosial Provinsi Sumatera 

Barat didukung oleh personil sebanyak 151 orang (kondisi bulan Desember tahun 

2025) terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPTD, Kepala 

Subbag/Kasi, Fungsional dan Staf (ASN dan Non ASN). Semua jabatan struktural 

di lingkungan dinas sosial beserta UPTD-UPTD berjumlah 40 orang, selanjutnya 

berdasarkan pangkat/golongan dan jenis kelaminnya, maka distribusi ASN seperti 

terlihat pada tabel berikut ini. 

 

Tabel 1.1 

Jumlah ASN Dinas Sosial Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin 

No. Gol. /ruang Jenis Kelamin Jumlah 
Laki-Laki Perempuan 

1 2 3 4 5 
1 Golongan IV/e - - - 

Golongan IV/d - - - 
Golongan IV/c 1 0 1 
Golongan IV/b 4 2 6 
Golongan IV/a 9 6 15 

 Jumlah Gol IV 14 8 22 
 
2 

Golongan III/d 14 19 33 
Golongan III/c 4 5 9 
Golongan III/b 10 11 21 
Golongan III/a 15 20 35 

 Jumlah Gol III 43 55 98 
 
3 

Golongan II/d 8 3 11 
Golongan II/c 5 2 7 
Golongan II/b 5 4 9 
Golongan II/a 3 0 3 

 Jumlah Gol II 21 9 30 
 
4 

Golongan I/d - 1 1 
Golongan I/c - - - 
Golongan I/b - - - 
Golongan I/a - - - 

 Jumlah Gol I - 1 1 
 Total PNS 78 73 151 

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, 2025 
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Pada tabel 1.1 di atas dapat dijelaskan bahwa dari 151 orang ASN Dinas 

Sosial Provinsi Sumatera Barat terdiri dari laki-laki 73 orang dan perempuan 78 

orang. Ini menunjukkan banyaknya jumlah ASN berjenis kelamin perempuan di 

lingkungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Kemudian kondisi SDM 

(Sumber Daya Manusia) ASN pada Dinas Sosial berdasarkan jenis jabatannya 

dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut ini. 
 

Gambar 1.1 

Data ASN Dinas Sosial Berdasarkan Jenis Jabatan 

 
Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, 2025 

 

Pada gambar 1.1 di atas terlihat pula sebaran ASN Dinas Sosial Provinsi 

Sumatera Barat berdasarkan jenis jabatannya yaitu 40 orang adalah pejabat 

struktural, mulai dari kepala dinas, sekretaris, kabid, kepala UPTD, kepala sub 

bagian, kepala tata usaha, dan kepala seksi yang tersebar di dinas dan UPTD-UPTD. 

Sebanyak 28 orang adalah pejabat fungsional dan sisanya 83 orang adalah pelaksana. 

Adapun rincian pejabat fungsional yang ada saat pada Dinas Sosial Provinsi 

Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel 1.2 dibawah ini. 
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Tabel 1.2 

Data ASN Dinas Sosial Berdasarkan Jabatan Fungsional 
No Nama 

Jabatan 
Fungsional 

Fungsional Terampil Fungsional Ahli Jumlah 
ASN 

Pelaksana 
Pemula 

Pelaksana Pelaksana 
Lanjutan 

Penyelia Ahli 
Pertama 

Ahli 
Muda 

Ahli 
Madya 

Ahli 
Utama 

1 Pekerja 

Sosial 

0 0 1 0 10 4 1 0 16 

2 Penyuluh 

Sosial 

0 0 0 0 9 2 0 0 11 

3 Perawat 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

 

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, 2025 

Pada tabel 1.2 tersebut dapat dijelaskan bahwa ASN Dinas Sosial Provinsi 

Sumatera Barat berdasarkan jabatan fungsionalnya berjumlah 28 orang terdiri dari 

fungsional pekerja sosial sebanyak 16 orang, fungsional penyuluh sosial sebanyak 

11 orang, dan perawat sebanyak 1 (satu) orang. Fungsional pekerja sosial sangat 

dibutuhkan di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) karena peran mereka vital 

dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial. Pekerja sosial membantu dalam 

rehabilitasi, pendampingan, dan reintegrasi penerima manfaat misalnya anak 

terlantar, lansia, penyandang disabilitas, gelandangan dan pengemis, dan korban 

bencana alam. Secara umum, kehadiran pekerja sosial fungsional di UPTD 

memastikan bahwa pelayanan sosial dilakukan secara profesional, terstruktur, dan 

berbasis data, sesuai dengan prinsip-prinsip pekerjaan sosial. 

Dilihat dari kebutuhan total organisasi, masih banyak jenis jabatan fungsional 

yang belum terisi berdasarkan peta jabatan terbaru yang telah ditetapkan oleh 

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Keputusan Gubernur Sumatera Barat 

Nomor 060-530-2025 tanggal 27 Agustus 2025. Kemudian dapat pula dilihat bahwa 

hanya fungsional penyuluh sosial dan fungsional pekerja sosial yang terisi dari 

sejumlah jenis fungsional pada lingkungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. 

Masih sangat banyak jabatan fungsional lain yang belum ada SDM ASN nya hingga 

saat ini, seperti fungsional perencana, pengadministrasi perkantoran, penelaah teknis 

kebijakan, pengolah data dan informasi, dan lain-lain. Disisi lain, jumlah fungsional 

penyuluh sosial dan fungsional pekerja sosial tersebut masih sangat kurang dengan 

SDM fungsional eksisting saat ini. Contoh dalam peta jabatan tersebut dibutuhkan 
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sebanyak 4 (empat) orang fungsional penyuluh sosial tingkat Madya, namun sampai 

saat ini Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat belum memiliki 1 (satu) orang pun 

penyuluh sosial tingkat madya dimaksud. Demikian pula untuk fungsional pekerja 

sosial tingkat madya, baru ada 1 (satu) orang fungsional pekerja sosial tingkat madya 

dari 4 (empat) formasi yang tersedia. Peta jabatan terbaru pada Dinas Sosial Provinsi 

Sumatera Barat dapat dilihat pada bagan 2 berikut ini. 
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Bagan 2 

Peta Jabatan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat 

 
Sumber : Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 060-530-2025 tanggal 27 Agustus 2025
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1.2.  Aspek Strategis Organisasi 

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat merupakan unsur pelaksana otonomi 

daerah untuk urusan sosial, dimana urusan sosial merupakan salah satu urusan 

pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan daerah yang berkaitan dengan 

pelayanan dasar sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai unsur pelaksana yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan bidang sosial di Provinsi Sumatera Barat, dinas sosial memiliki 

kewajiban untuk mengatasi masalah sosial di Provinsi Sumatera Barat yang semakin 

kompleks melalui pelayanan dan pembangunan kesejahteraan sosial secara terencana, 

terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya 

secara optimal. Sasaran strategis dinas sosial dalam penyelenggaraan pembangunan 

kesejahteraan sosial meliputi: 

1. Meningkatnya kemandirian PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial). 

2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi; dan 

3. Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi. 

Aspek strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dalam rangka 

mewujudkan sasaran strategis dimaksud antara lain: 

1. Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan 

kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan 

fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dapat 

dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif baik dalam keluarga, masyarakat 

maupun panti sosial. 

2. Pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk: 

a. memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang 

mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya 

secara mandiri; dan 

b. meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan 

sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pemberdayaan sosial 

dilakukan melalui peningkatan kamauan dan kemampuan, penggalian potensi 

dan sumber daya, penggalian nilai-nilai dasar, pemberian akses, dan/atau 

pemberian bantuan usaha. 

3. Perlindungan sosial dimaksukan untuk mencegah dan menangani resiko dari 

guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan/atau 

masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan 
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dasar minimal. Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui  

bantuan sosial, advokasi sosial, dan/atau bantuan hukum. Bantuan sosial 

dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang 

mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.  

4. Jaminan sosial adalah adalah jaminan sosial yang diberikan dalam bentuk asuransi 

kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan dan tunjangan 

berkelanjutan untuk : 

a. menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, 

penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental yang meng-alami 

masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi  

dan; 

b. menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-

jasanya. 

 

1.3. Permasalahan Utama (Strategic Issued) yang Sedang Dihadapi Organisasi 

Permasalahan utama dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan 

sosial dapat diuraikan sebagai berikut: 

1.3.1 Kemiskinan 

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) merilis 

bahwa tingkat kemiskinan per Maret 2025 sebesar 5,35 %. Sedangkan pada 

periode yang sama pada bulan Maret 2024, tingkat kemiskinan penduduk yang 

diukur dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan di 

Sumatera Barat sebesar 5,97 %. Keadaan ini menunjukkan terjadinya penurunan 

jumlah penduduk miskin pada awal tahun 2025 kemaren.   

Kemiskinan yang dimaksud adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar 

manusia seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan 

interaksi sosial. Itulah sebabnya masalah kemiskinan dapat muncul sebagai 

penyebab ataupun pemberat berbagai jenis permasalahan kesejahteraan sosial 

lainnya seperti ketunaan sosial, kecacatan, keterlantaran, 

ketertinggalan/keterpencilan dan keresahan sosial, yang pada umumnya 

berkenaan dengan  keterbatasan kemampuan untuk mengakses berbagai sumber 

pelayanan. 
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1.3.2 Kebencanaan 

Sumatera Barat merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki 

tingkat kerawanan bencana sangat tinggi. Posisi geografis yang berada di 

pertemuan lempeng tektonik Indo-Australia dan Eurasia menjadikan wilayah ini 

rawan gempa bumi dan tsunami. Selain itu, kondisi topografi yang didominasi 

perbukitan dan pegunungan dengan curah hujan tinggi membuat wilayah ini 

rentan terhadap tanah longsor dan banjir. Situasi ini diperparah dengan adanya 

perubahan iklim global yang memicu cuaca ekstrem, kenaikan suhu, 

ketidakpastian musim, dan peningkatan frekuensi bencana hidrometeorologi.  

Tingginya intensitas bencana dan ancaman perubahan iklim bukan 

sekadar persoalan kebencanaan, tetapi juga menjadi isu strategis pembangunan 

daerah. Bencana berpotensi menimbulkan kerugian sosial, ekonomi, dan 

lingkungan yang besar, sehingga menghambat upaya peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. Oleh sebab itu, isu ini harus dikelola secara serius dengan 

menempatkan aspek mitigasi, adaptasi, dan pengurangan risiko sebagai bagian 

integral dari perencanaan pembangunan. 

Dalam dua tahun terakhir (tahun 2024 dan 2025), Sumatera Barat telah 

mengalami berbagai bencana dengan intensitas tinggi, seperti banjir dan tanah 

longsor dengan korban meninggal dunia yang mencapai ratusan orang pada 

setiap tahun tersebut. Data menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten/kota 

di wilayah Provinsi Sumatera Barat berada pada kategori rawan bencana 

menengah hingga tinggi. Kejadian bencana yang berulang tidak hanya merusak 

infrastruktur dan permukiman, tetapi juga mengganggu akses terhadap layanan 

publik, pendidikan, dan kesehatan. 

Tingginya intensitas bencana dan perubahan iklim menimbulkan dampak 

yang luas, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak sosial yang 

dapat ditimbulkan yakni adanya korban jiwa, kerugian harta benda, perpindahan 

penduduk (pengungsi), serta terganggunya akses pendidikan dan kesehatan. 

 

1.3.3 Keterlantaran 

Keterlantaran di sini dimaksudkan sebagai pengabaian/penelantaran 

anak-anak dan orang lanjut usia karena berbagai penyebab. Kita semua 

sependapat bahwa anak merupakan aset dan generasi penerus bangsa yang perlu 

ditingkatkan kualitasnya agar mampu bersaing dalam era globalisasi. Begitu 
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juga lanjut usia perlu diasuh melalui pelayanan sosial agar kualitas hidup 

mereka meningkat dan mampu memberi kontribusi dalam kehidupan sosialnya.  

Permasalahan utama anak terlantar yang dihadapi adalah pemenuhan 

hak dan kebutuhan anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 

tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan 

Sosial. Hak anak menurut peraturan-peraturan tersebut mencakup hak untuk 

hidup, tumbuh, berkembang, pendidikan, kesehatan, identitas (nama dan 

kewarganegaraan), perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, serta 

hak untuk bermain, berpartisipasi, dan berekreasi. Hal ini perlu mendapatkan 

perhatian karena kondisi keterlantaran terhadap anak tersebut akan berakibat 

hak-haknya tersebut tidak terpenuhi. 

Aspek lain yang perlu memperoleh perhatian khusus adalah jumlah 

orang lanjut usia terlantar yang cenderung semakin meningkat. Kompleksitas 

permasalahannya semakin bertambah sebagai konsekuensi logis keberhasilan 

pembangunan antara lain meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH). Seiring 

dengan itu, maka jumlah lanjut usia terlantar juga akan bertambah. Masalah 

yang harus dihadapi adalah bagaimana meningkatkan pelayanan kesejahteraan 

sosial lanjut usia terlantar tersebut agar mereka dapat hidup bahagia dalam 

suasana aman dan tentram. 

 

1.3.4 Kedisabilitasan 

Kedisabilitasan diartikan sebagai hilangnya/terganggunya fungsi fisik 

atau kondisi abnormalitas fungsi struktur anatomi, psikologi maupun fisiologis 

seseorang. Kecacatan telah menyebabkan seseorang mengalami keterbatasan 

atau gangguan terhadap fungsi sosialnya sehingga mempengaruhi keleluasaan 

aktivitas fisik, kepercayaan diri dan harga diri yang bersangkutan dalam 

berhubungan dengan orang lain maupun dengan lingkungannya. Kondisi seperti 

ini menyebabkan terbatasnya kesempatan bergaul, bersekolah, bekerja dan 

bahkan kadang-kadang menimbulkan perlakuan diskriminatif dari mereka yang 

tidak cacat. 
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1.3.5 Kelembagaan Sosial dan Dunia Usaha 

Dunia usaha mempunyai peran penting dalam menyelenggarakan 

kesejahteraan sosial seperti ikut berperan serta dalam berusaha dengan 

memberikan bantuan modal dan memberikan pendidikan serta pelatihan bagi 

masyarakat miskin. Dengan bantuan usaha dari dunia usaha ini diharapkan 

dapat membantu program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dan 

membuka lapangan kerja bagi masyarakat di Provinsi Sumatera Barat. 

 

1.3.6 Ketunaan Sosial dan Penyimpangan Perilaku 

Ketunaan sosial merupakan indikasi atas ketidakberhasilan pelaksanaan 

fungsi sosial seseorang, yakni terganggunya salah satu atau lebih fungsi yang 

berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, emosi, konsep diri dan juga 

kebutuhan religius, rekreasi serta pendidikan bagi seseorang. Hal tersebut dapat 

menyebabkan terganggunya pembentukan pribadi seseorang secara normal 

yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan sumber daya manusia yang 

berkualitas, bertakwa, dan handal. Kelompok masyarakat yang tergolong dalam 

kategori ketunaan sosial adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial 

seperti tuna susila, gelandangan dan pengemis, bekas narapidana/bekas warga 

binaan pemasyarakatan, korban penyalahgunaan NAPZA, dan orang dengan 

HIV/AIDS. 

Selanjutnya perkembangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sangat 

dipengaruhi sekali dengan kondisi serta perkembangan sektor-sektor lain, seperti 

politik, ekonomi, sosial, budaya serta pertahanan dan keamanan. Dalam 

menyelenggarakan kesejahteraan sosial tersebut, maka PPKS dan PSKS merupakan 

kunci dalam melaksanakan perencanaan dan intervensi program, kegiatan serta 

anggaran yang akan dialokasikan. 

1. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Provinsi Sumatera 

Barat saat ini cenderung mengalami peningkatan (sesuai data dari Dinas Sosial 

Provinsi dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota). Hal ini dikarenakan bertambahnya 

jumlah penduduk, kejadian bencana alam, serta perkembangan sosial ekonomi 

masyarakat. Upaya optimalisasi pelayanan kesejahteraan sosial pada Dinas 

Sosial Provinsi Sumatera Barat dilakukan melalui penanganan PPKS, baik 
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PPKS pada UPTD-UPTD milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat maupun 

panti-panti swasta milik masyarakat yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. 

Permasalahan utama PPKS tersebut sangat erat kaitannya dengan upaya 

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan 

penghapusan kemiskinan ekstrim. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan perhatian 

dalam penanganan serta langkah-langkah strategis dan kolaboratif dalam 

penanganan PPKS di Provinsi Sumatera Barat. 

 

2. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 

Kesejahteraan masyarakat akan dapat ditingkatkan apabila masyarakat 

diberdayakan untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dan 

kapasitasnya. Hal ini dapat dilakukan melalui proses pemberdayaan 

masyarakat. Konsep pemberdayaan masyarakat memegang peranan penting 

dalam proses implementasi program pemberdayaan yang nantinya akan 

dilakukan oleh pihak pemerintah maupun swasta.  

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah individu, 

keluarga, kelompok, dan lembaga yang dapat berperan aktif dalam 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial, meliputi sumber daya manusia (seperti 

pekerja sosial profesional, Pekerja Sosial Masyarakat/PSM, Taruna Siaga 

Bencana/Tagana, karang taruna, penyuluh sosial), sarana dan prasarana, serta 

sumber pendanaan, yang semuanya bersinergi membantu penanganan PPKS.  
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

2.1. Tujuan dan Sasaran OPD 

a. Tujuan dan Sasaran OPD sesuai dengan Rencana Strategis yang 

sudah disusun 

1. Tujuan 

Tujuan berisi pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu 

dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan 

permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. 

Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran 

yang ingin dicapai. Tujuan strategis yang hendak dicapai Dinas Sosial 

Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yakni tahun 

2021–2026 ada 2 (dua) yaitu: 

1) Meningkatnya kemandirian PPKS (Pemerlu Pelayanan 

Kesejahteraan Sosial). 

2) Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani. 

2. Sasaran 

Sasaran pembangunan kesejahteraan sosial Dinas Sosial 

Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 ada 3 (tiga) sebagai berikut: 

1) Meningkatnya kemandirian PPKS dengan indikator kinerja 

“persentase PPKS yang mandiri”. 

2) Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi dengan indikator 

kinerja “nilai akuntabilitas kinerja OPD”. 

3) Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi dengan 

indikator kinerja “tingkat kepuasan terhadap pelayanan internal 

organisasi”. 

b. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran OPD dengan Misi, Tujuan 

dan Sasaran KDH 

Berdasarkan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 

periode 2021-2026 yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 

yaitu “Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan 
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Berkelanjutan” dengan 7 (tujuh) misi, maka Dinas Sosial Provinsi Sumatera 

Barat secara tidak langsung memiliki keterkaitan tujuan dan sasaran OPD 

dengan misi, tujuan dan sasaran kepala daerah pada misi ke-1 yaitu: 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, 

terampil dan berdaya saing. Misi pertama ini memiliki tujuan yaitu 

mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing. 

Sasaran yang ingin dicapai meliputi: (i) meningkatnya derajat kesehatan 

masyarakat, (ii) menurunnya prevalensi stunting, (iii) meningkatnya kualitas 

pendidikan, dan (iv) meningkatnya kemandirian dan daya saing masyarakat. 

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat sebagai OPD yang mempunyai 

tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang sosial 

berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan yang mendukung 

pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Barat. 

Tahun 2025 merupakan tahun ke empat pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-

2026 dan Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, yang 

diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang mendukung 

peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia. Sedangkan 

prioritas pembangunan pada pengurangan kemiskinan, penanganan Pemerlu 

Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di dalam panti, pemberian hibah 

permakanan bagi panti-panti milik masyarakat, serta penanganan korban 

bencana alam pada masa tanggap darurat karena Wilayah Provinsi Sumatera 

Barat rentan terhadap berbagai bencana alam seperti banjir, longsor, gempa 

bumi maupun tsunami. 

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis tersebut di atas pada 

tahun 2025, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan 6 

program utama, yaitu: 

1. Program pemberdayaan sosial 

2. Program rehabilitasi sosial 

3. Program perlindungan dan jaminan sosial 

4. Program penanganan bencana 

5. Program pengelolaan taman makam pahlawan 

6. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi 
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2.2. Perjanjian Kinerja 

1.  Perjanjian Kinerja 

Sebagai upaya pengembangan sistem akuntabilitas sekaligus sebagai 

amanah pelaksanaan dari Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta untuk mengukur 

dan meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, 

maka Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Perjanjian 

Kinerja tahun 2025. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dijadikan tolok 

ukur keberhasilan organisasi yang menggambarkan capaian kinerja organisasi 

sesuai dengan petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara 

reviu instansi pemerintah yang termuat dalam Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata 

Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan 

penugasan dari Gubernur sebagai pemberi amanah kepada pimpinan OPD 

sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai 

dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen 

dan kesepakatan antara Gubernur sebagai pemberi amanah dan pimpinan OPD 

sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi 

dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Penetapan indikator perjanjian 

kinerja tertuang di dalam dokumen perjanjian kinerja Dinas Sosial Provinsi 

Sumatera Barat Tahun 2025 yang telah ditetapkan sebagai target kinerja dan 

didalamnya terdapat sasaran, indikator kinerja dan target. Melalui perjanjian 

kinerja diharapkan terwujud komitmen dan kesepakatan antara penerima dan 

pemberi tugas atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan 

wewenang serta sumber daya yang tersedia. 

Kinerja yang disepakati diharapkan berada pada level kinerja outcome 

dan memiliki kesinambungan kinerja dengan dokumen perencanaan lainnya 

dengan tujuan sebagai berikut: 

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi tugas untuk 

meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja pegawai. 

2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja pegawai. 
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3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan 

sasaran organisasi serta sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi. 

4. Sebagai dasar bagi pemberi tugas untuk melakukan monitoring, evaluasi 

dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima tugas. 

5. Sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). 

Mempertimbangkan segenap sumber daya yang ada, pada tahun 2025 ini  

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan tekad dan janji kinerja 

yang akan dicapai/diwujudkan selama satu tahun tersebut, sebagaimana dapat 

dilihat pada tabel 2.1 dan tabel 2.2. 

Tabel 2.1  

Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Target  

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 

 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 
KINERJA 

1 Meningkatnya kemandirian 
PPKS 

a. Persentase PPKS yang 
mandiri 

65 % 

2 Meningkatnya akuntabilitas 
kinerja organisasi 

b. Nilai akuntabilitas kinerja 
OPD 

BB (73,25) 

3 Meningkatnya kualitas 
pelayanan organisasi 

c. Tingkat kepuasan terhadap 
pelayanan organisasi 

B (85,05) 

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, 2025 

Tabel 2.2  

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 

No. Program Anggaran (Rp.) 

1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 32.920.428.743,- 

2 Program Pemberdayaan Sosial 1.112.330.650,- 

3 Program Rehabilitasi Sosial 55.350.245.441,- 

4 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 372.258.315,- 

5 Program Penanganan Bencana 269.597.166,- 

6 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan 67.542.755,- 

    Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, 2025 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 
 

3.1.  Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berfungsi 

sebagai alat ukur yang penting untuk mengevaluasi kemampuan organisasi dalam 

mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan. Hasil yang dicapai dalam 

sistem ini menjadi media evaluasi yang efektif untuk mengidentifikasi area yang 

memerlukan perbaikan kinerja. Pengukuran capaian kinerja dalam laporan 

kinerja ini diperoleh dari hasil pengukuran capaian kinerja yang dihitung dengan 

membandingkan antara realisasi dengan target kinerja yang telah ditetapkan. 

Pengukuran capaian kinerja didasarkan pada kriteria berikut ini:  

a. Jika realisasi tinggi yang menunjukkan kinerja yang baik, persentase capaian 

kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:  

 Realisasi/Target x 100%  

b. Jika realisasi tinggi yang menunjukkan kinerja yang tidak baik, persentase 

capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus: 

((2 x Target)-Realisasi)/Target x 100% 

Hasil pengukuran kinerja tersebut akan digunakan untuk: 

1. Menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis 

organisasi perangkat daerah.   

2. Menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja yang 

ditetapkan.  

3. Menjadi dasar untuk menetapkan perencanaan di tahun yang akan datang. 

Untuk menginterpretasikan hasil pengukuran kinerja tersebut digunakan 

kriteria penilaian realisasi kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut: 

  

 
≤50% 

(Sangat 
Rendah)  

51% ≤65% 
(Rendah) 

 
66% ≤75% 
(Sedang) 

 
91% ≤100% 

(Sangat Tinggi) 

 76% ≤90% 
(Tinggi) 
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3.2 Hasil Pengukuran Kinerja 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, 

transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan serta berorientasi pada hasil, 

disusun suatu perjanjian kinerja kepala organisasi perangkat daerah pada setiap 

tahunnya. Perjanjian kinerja ini merupakan perjanjian kinerja antara Kepala 

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat sebagai pihak pertama dengan Gubernur 

Provinsi Sumatera Barat sebagai pihak kedua dan merupakan penjabaran target 

kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun anggaran dan juga dalam rangka 

mencapai target kinerja jangka menengah yang sudah ditetapkan dalam dokumen 

perencanaan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada 

setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat 

kegiatan dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan 

organisasi yang dilakukan pada setiap akhir periode pelaksanaan. 

Perjanjian kinerja tahun 2025 ini juga merupakan komitmen dari segenap 

pegawai di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat untuk mencapai 

kinerja sesuai target yang ditetapkan sebagai bagian dari upaya mewujudkan 

tujuan organisasi. Dengan demikian seluruh proses perencanaan dan 

pengendalian aktivitas operasional Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dapat 

dilihat pada perjanjian kinerja tahun 2025 yang ditetapkan terdiri dari 3 (tiga) 

sasaran strategis dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut: 

Tabel 3.1  

Rekapitulasi Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2025 

No Sasaran strategis Indikator kinerja Target 
kinerja 

Realisasi Capaian 
(%) 

1 Meningkatnya 
kemandirian PPKS 

Persentase PPKS 
yang mandiri 

65 % 74,03 % 113,89  

2 Meningkatnya 
Akuntabilitas 
Kinerja Organisasi 

Nilai Akuntabilitas 
Kinerja OPD 

BB (73,25) BB (73,08) 
 

99,77 

3 Meningkatnya 
Kualitas Pelayanan 
Organisasi 

Tingkat Kepuasan 
terhadap Pelayanan  
Organisasi 

B (85,05) B (86,25) 
 

101,41 

Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja 105,02 

Sumber : Hasil Analisis Capaian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2025 
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Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel 3.1 di atas dapat 

diketahui bahwa indikator kinerja sasaran strategis tercapai. Secara rata-rata 

capaian kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 105,02 % yang dihitung dari 

rata-rata capaian seluruh sasaran strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera 

Barat. Hal ini berarti bahwa upaya-upaya dan kebijakan yang dilakukan oleh 

dinas sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui pelaksanaan 

program dan kegiatan selama tahun 2025 telah dilakukan dengan baik.  

Berikut perbandingan hasil realisasi atau capaian kinerja tahun 2021-

2025 sesuai dengan sasaran strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat 

yang tertuang didalam Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat 

Tahun 2021-2026. Capaian setiap tahunnya dari ketiga indikator sasaran selalu 

meningkat dan ada juga yang berfluktuatif (pada indikator nilai AKIP), 

sebagaimana terlihat pada grafik 3.1 dibawah ini. 
 

Grafik 3.1  

Realisasi per Indikator Kinerja Tahun 2021 s.d Tahun 2025 

 
Sumber: Data Capaian Kinerja Dinas Sosial Prov. Sumatera Barat tahun 2021-2025 (Diolah) 
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3.3 Capaian Kinerja Organisasi 

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat 

Tahun 2021-2026, ada 2 (dua) tujuan yang diampu oleh Dinas Sosial yaitu 

meningkatnya kemandirian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 

dengan indikatornya persentase PPKS yang mandiri dan tujuan meningkatnya 

organisasi yang akuntabel dan melayani. Selanjutnya dua tujuan yang akan 

dicapai selama periode lima tahun tersebut dijabarkan dengan 3 (tiga) sasaran 

yaitu 1) meningkatnya kemandirian PPKS dengan indikator sasaran persentase 

PPKS yang mandiri, 2) meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi dengan 

indikator sasaran nilai akuntabilitas kinerja OPD, 3) meningkatnya kualitas 

pelayanan internal organisasi dengan indikator sasaran tingkat kepuasan terhadap 

pelayanan internal organisasi.  

Untuk melihat realisasi dan capaian kinerja terkait dengan perwujudan 

pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran 

2025, dapat dijelaskan sebagai berikut: 
3.3.1 Tujuan 1: Meningkatnya Kemandirian PPKS  

Ketercapaian target kinerja tujuan pertama ini direalisasikan dengan 1 

(satu) sasaran strategis yaitu meningkatnya kemandirian PPKS dengan indikator 

kinerja persentase PPKS yang mandiri. Berikut analisis capaian sasaran kinerja 

meningkatnya kemandirian PPKS pada tahun 2025. 

A. Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kemandirian PPKS  

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, 

keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, 

atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan 

pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani 

maupun sosial. Adapun pelayanan yang diberikan kepada PPKS di dalam panti 

adalah berupa:  

1. Rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas terlantar di dalam panti 

2. Rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar di dalam panti 

3. Rehabilitasi sosial dasar bagi lanjut usia terlantar di dalam panti. 

4. Rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 

Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam panti. 
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Pelaksanaan pelayanan dasar bagi PPKS di dalam panti yang juga 

merupakan bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan sosial yang 

menjadi kewenangan pemerintah provinsi, maka setiap PPKS mendapatkan 

pemenuhan kebutuhan dasar seperti permakanan, sandang, asrama yang mudah 

diakses, alat bantu untuk penyandang disabilitas dan lanjut usia, perbekalan 

kesehatan, bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial, bimbingan keterampilan 

hidup sehari-hari, pembuatan nomor induk kependudukan, akses ke layanan 

pendidikan dan kesehatan dasar, pelayanan penelusuran keluarga, pelayanan 

reunifikasi keluarga, pengasuhan untuk anak terlantar, dan pemulasaraan. 

Pelayanan-pelayanan yang diberikan kepada kelayan disesuaikan dengan 

kebutuhannya masing-masing. Pemenuhan kebutuhan dasar tersebut bertujuan 

untuk menciptakan PPKS yang mandiri. Dasar penetapan target indikator kinerja 

sasaran kemandirian PPKS ini diukur dengan persentase PPKS yang mandiri pada 

tahun 2025 sebagaimana telah ditetapkan pada Rencana Strategis Dinas Sosial 

Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 maupun pada Rencana Kerja Tahunan 

2025 dengan target yang ingin dicapai sebesar 65%.   

Penghitungan dan data dukung dari realisasi kinerja tersebut pada tahun 

2025 ini sama dengan model penghitungan yang telah dilaksanakan pada tahun 

2023 dan 2024 yang lalu. PPKS dapat dikategorikan mandiri jika keadaan PPKS 

tersebut dapat mandiri secara pengetahuan, sikap dan keterampilan. PPKS yang 

diukur adalah PPKS yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera 

Barat, yaitu pada panti pelayanan rehabilitasi sosial milik pemerintah daerah yang 

berada dibawah pengelolaan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Panti 

pemerintah daerah yang berada dalam lingkup Dinas Sosial Provinsi Sumatera 

Barat berjumlah 8 (delapan) UPTD, sebagaimana telah disebutkan pada Bab I 

laporan kinerja ini. 

1. Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2025 

Indikator kinerja sasaran “persentase PPKS yang mandiri” pada tahun 

2025 ini yang terealisasi berdasarkan jumlah PPKS yang dilayani per Unit 

Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dapat dilihat pada tabel berikut ini:  
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Tabel 3.2 

Data PPKS Mandiri per UPTD Tahun 2025 

No PPKS Jumlah PPKS 
dlm Panti (org) 

Jumlah PPKS 
Mandiri (org) 

Keterangan Kemandirian  

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyandang 
Disabilitas Netra pada 
Panti Sosial 
Pemerintah (UPTD) 
PSBN Tuah Sakato 
Padang 

44 38 Pengetahuan, sebagai 
berikut: 
ü membaca dan menulis 

braille. 
ü memahami dasar-dasar 

anatomi dan patologi 
massage. 

ü memahami Orientasi 
dan Mobilitas. 

Sikap, sebagai berikut: 
ü melaksanakan ibadah 

sesuai agama dan 
kepercayaan masing-
masing. 

ü memiliki sikap saling 
menghargai dan rasa 
kepedulian dengan 
sesama. 

Keterampilan, sebagai 
berikut: 
ü menguasai keterampilan 

massage/shiatsu dan 
kerajinan tangan.  

ü mampu melakukan 
aktifitas hidup sehari-
hari. 

2. Penyandang 
disabilitas grahita 
pada UPTD PSBG 
Harapan Ibu Padang  

100 47 Pengetahuan, sebagai 
berikut:  
ü bisa mengenal uang dan 

menggunakannya 
dengan benar. 

ü bisa mengenal angka dan 
huruf. 

ü bisa membaca dan 
berhitung sesuai dengan 
tingkat kemampuannya. 

Sikap sebagai berikut:  
ü kemampuan untuk 

mengucapkan 
terimakasih dan 
menyapa orang lain.  

ü bisa bersosialisasi 
dengan lingkungan dan 
masyarakat.  

ü bisa mengikuti kegiatan   
ibadah.   
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No PPKS Jumlah PPKS 
dlm Panti (org) 

Jumlah PPKS 
Mandiri (org) 

Keterangan Kemandirian  

ü timbul rasa kepedulian 
sesama. 

Keterampilan, sebagai 
berikut: 
ü mampu melakukan 

kebersihan diri sendiri 
dan lingkungan.   

ü menguasai keterampilan 
pencucian motor, 
membuat keset perca 
kaos, dan batako.  

ü bisa mengurus diri sendiri 
sesuai dengan tingkat 
kemampuannnya  

ü bisa menulis dan meniru.  
3. Tuna sosial pada 

UPTD PSKW Andam 
Dewi Solok  

50 44 Pengetahuan, sebagai 
berikut: 
ü rajin melaksanakan 

ibadah. 
ü mampu bergaul dengan 

sesama.   
ü mentaati peraturan dan 

tata tertib yang berlaku di 
dalam Panti. 

Sikap sebagai berikut: 
ü rajin melaksanakan 

ibadah.  
ü mampu bergaul dengan 

sesama.  
ü mentaati peraturan dan 

tata tertib yang berlaku di 
dalam Panti. 

Keterampilan, sebagai 
berikut: 
ü telah memiliki 

keterampilan yang dapat 
dipergunakan untuk 
melanjutkan kehidupan 
yang mandiri (seperti: 
tata boga, merajut, 
pertanian, dll) sehingga 
nantinya dapat 
disalurkan pada sektor 
usaha/ lapangan kerja 
sesuai dengan bakat dan 
keterampilan yang 
dimiliki kelayan. 
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No PPKS Jumlah PPKS 
dlm Panti (org) 

Jumlah PPKS 
Mandiri (org) 

Keterangan Kemandirian  

4. Anak Terlantar pada 
UPTD PSAABR Budi 
Utama Lubuk Alung 
(Anak Putus Sekolah 
Dan Anak Asuh) 

220  145  

 

Pengetahuan, sebagai 
berikut: 
1. Anak Putus Sekolah    
(Keterampilan) 
ü Memahami ilmu 

pengetahuan dan 
keterampilan yang 
sebelumnya tidak 
dimiliki seperti menjahit, 
membordir, tata boga, 
otomotif, las, listrik, 
elektronik.  

ü mengetahui peraturan 
tentang ketenagakerjaan 
dan keselamatan kerja 
Mengikuti bimbingan 
fisik, mental, spiritual 
dan sosial.  

2. Anak Asuh  
ü Memperoleh 

pengetahuan pendidikan 
dasar dari SD sd SLTA. 

Sikap, sebagai berikut: 
1. Anak Putus Sekolah 

(Keterampilan)  
ü melaksanakan ibadah 

sesuai agama dan 
kepercayaan. 

ü mentaati peraturan dan 
tata tertib yang berlaku di 
dalam panti. 

5. Anak terlantar pada 
UPTD PSAA 
Trimurni Padang 
Panjang (Anak Asuh) 

100 72 1. Anak Asuh  
ü melaksanakan ibadah 

sesuai agama dan 
kepercayaan. 

ü mentaati peraturan dan 
tata tertib yang berlaku di 
dalam Panti. 

6. Anak terlantar pada 
UPTD PSBR Harapan 
Padang Panjang 
(Anak Putus Sekolah) 

184 173 Keterampilan, sebagai 
berikut: 
1. Anak Putus Sekolah  

(Keterampilan)  
ü menguasai 

keterampilan yang 
dapat dipergunakan 
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Sumber : Data Hasil Penilaian Kemandirian PPKS oleh 8 UPTD Tahun 2025 (Diolah) 
 

 

No PPKS Jumlah PPKS 
dlm Panti (org) 

Jumlah PPKS 
Mandiri (org) 

Keterangan Kemandirian  

untuk melanjutkan 
kehidupan yg mandiri 
(seperti: menjahit, 
membordir, tata boga, 
elektro, listrik, otomotif 
dan las).   

ü membuat rencana 
kegiatan untuk memulai 
usaha (berupa rencana 
anggaran biaya usaha). 

2. Anak Asuh   
mampu mengusai 
keterampilan tertentu yang 
diajarkan di dalam Panti 
seperti tahfiz, musik, tari,dll 

7. Lanjut usia terlantar 
pada UPTD PSTW 
Sabai Nan Aluih 
Sicincin 

110 73 

 

Pengetahuan sebagai 
berikut: 

3. mengetahui hal-hal dasar 
tentang fisik, mental, 
spritual dan sosial . 

4. mengetahui perilaku hidup 
bersih dan sehat 

Sikap sebagai berikut: 
5. mampu bergaul dengan 

teman-temannya. 
6. mampu meningkatkan 

kepedulian antar sesama 
kelayan. 

7. mematuhi peraturan yang 
berlaku di dalam panti 

 
8 Lanjut usia terlantar 

pada PSTW Kasih 
Sayang Ibu 
Batusangkar 

70 58 

 

Keterampilan sebagai 
berikut: 

8. mampu menyalurkan bakat 
dan kemampuan dalam 
pengisian waktu luang 
(menganyam, merajut, dan 
pembuatan telur asin, 
pertanian, beternak ikan)  

 Jumlah Total 878 650  
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Adapun target dan realisasi kinerja tahun 2025 untuk indikator sasaran 1 

(satu) yaitu persentase PPKS yang mandiri dapat direalisasikan sebesar 74,03 % 

dari target sebesar 65 % atau dengan angka capaian kinerja pada tahun 2025 ini 

sebesar 113,89 %, termasuk kategori keberhasilan “sangat tinggi”. Nilai ini 

menunjukkan bahwa Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsinya dalam urusan pembangunan kesejahteraan sosial telah 

berusaha maksimal dalam meningkatkan kemandirian PPKS di Sumatera Barat. 

Tabel 3.3  

Target dan Realisasi Kinerja Sasaran  

Meningkatnya Kemandirian PPKS Tahun 2025 

 

Sumber: Data Kemandirian PPKS pada UPTD-UPTD Tahun 2025 (Diolah) 
 

Target Kinerja   =  Jumlah Kelayan Mandiri    x 100 % 

                                 Jumlah Kelayan Panti  

 Target Kinerja  =   650   x 100 %  = 74,03 % 

                                878 

 

2.   Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 

dengan tahun sebelumnya 

Perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya dimana untuk indikator 

kemandirian PPKS tahun 2025 sebesar 74,03 % jika dibandingkan dengan tahun 

2024 sebesar 60 %, mengalami peningkatan sebesar 14,03 %. Kenaikan tersebut 

dipengaruhi oleh kenaikan realisasi PPKS yang mandiri dari target yang telah 

ditetapkan pada beberapa UPTD, seperti UPTD PSBN Tuah Sakato jumlah PPKS 

mandirinya tahu 2024 hanya 28 orang PPKS, namun tahun ini mencapai 38 orang 

PPKS (jumlah target atau sasaran PPKSnya pada kedua tahun tersebut memang 

berbeda, tetapi persentase capaiannya lebih tinggi pada tahun 2025, dimana tahun 

2024 jumlah PPKS yang diampu sebanyak 50 orang dan tahun 2025 berkurang 

menjadi 44 orang). Selanjutnya UPTD PSBG Harapan Ibu Padang juga 

NO SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR 
KINERJA 

TARGET 
KINERJA 

REALISASI CAPAIAN 
(%) 

1. Meningkatnya 

kemandirian PPKS 

Persentase PPKS 

yang mandiri 

65 % 74,03 % 113,89 

 Rata-rata Capaian    113,89 
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mengalami peningkatan realisasi dari tahun sebelumnya hanya 25 orang PPKS 

yang mandiri, namun tahun 2025 ini meningkat menjadi 47 orang PPKS. 

Kenaikan juga terjadi pada UPTD PSKW Andam Dewi, UPTD PSAABR Budi 

Utama, UPTD PSAA Trimurni, dan UPTD PSBR Harapan. Hal ini tidak terlepas 

dari segala upaya mewujudkan kemandirian bagi PPKS yang diberikan oleh para 

pekerja sosial maupun pembinaan dan motivasi oleh pejabat struktural dengan 

berpedoman kepada variabel-variabel kemandirian PPKS yang telah ditetapkan. 

Adapun perbandingan capaian kinerja selama periode rencana strategis 

2021-2025 tidak bisa dilakukan karena indikator ini baru ditetapkan pada tahun 

ke tiga (2023) pada saat dilakukan harmonisasi kembali renstra awal yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Pada tahun 2023 capaian indikator kemandirian PPKS ini 

sebesar 59 % dan pada tahun 2024 capaiannya meningkat menjadi 60 %.  

Sasaran strategis dan indikator kinerja kemandirian PPKS ini pada tahun 

2025 meningkat menjadi 74,03 % melalui pelaksanaan program rehabilitasi 

sosial, program penanganan bencana, program pemberdayaan sosial, program 

perlindungan dan jaminan sosial serta program pengelolaan taman makam 

pahlawan. Indikator kinerja untuk persentase PPKS yang mandiri menjadi salah 

satu yang wajib kita penuhi karena sebagian besar anggarannya merupakan untuk 

pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kewenangan Provinsi.  

 

3.    Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka 

menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis 

organisasi 

Perbandingan realisasi tahun 2025 dengan target akhir jangka menengah 

(Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026) menunjukkan 

tingkat ketercapaian kinerja yang melebihi dari target tahun 2026 mendatang. 

Target yang ingin dicapai tahun 2026 adalah tingkat kemandirian PPKS sebanyak 

70 %, dan terealisasi tahun 2025 ini sebanyak 74,03 %, sebagaimana dapat dilihat 

pada tabel 3.4. 
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Tabel 3.4 
Perbandingan Realisasi Kinerja Meningkatnya Kemandirian PPKS 

Tahun 2025 dengan Tahun Terakhir Renstra 2021-2026 (Tahun 2026) 

Sumber: Hasil Analisis Capaian Kinerja Kemandirian PPKS Dinas Sosial, 2025 

Sebagaimana data pada tabel 3.4, realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 

74,03 %, jika dibandingkan dengan target jangka menengah pada akhir periode 

RPJMD yaitu tahun 2026 untuk indikator persentase PPKS yang mandiri telah 

tercapai melebihi target atau sebesar sebesar 105,76 %. Indikator Persentase 

PPKS mandiri tersebut tidak diukur secara nasional dan belum ditemukan dinas 

sosial provinsi atau kabupaten/kota yang menyajikan indikator yang sama, 

sehingga tidak dapat dibandingkan secara nasional maupun regional. 

Alhamdulillah, dengan perhatian yang meningkat dalam rangka 

pelayanan PPKS di dalam panti tersebut yang merupakan bagian dari Standar 

Pelayanan Minimal (SPM), pada tahun 2025 ini Dinas Sosial Provinsi Sumatera 

Barat mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat atas 

komitmen, dedikasi, dan kinerja luar biasa dalam perencanaan, pelaksanaan, 

serta pengawasan penerapan SPM. 

Gambar 3.1 
Piagam Penghargaan yang Diterima  

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 

 
 

No Sasaran strategis Indikator 
kinerja 

Realisasi 
2025 (%) 

Target Renstra 
2026 (%) 

Tingkat 
Capaian (%) 

1. Meningkatnya 
kemandirian PPKS 

Persentase PPKS 
yang mandiri 

74,03 70 105,76 
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4.    Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar 

nasional (jika ada) 

Perbandingan realisasi kinerja untuk indikator kinerja kemandirian 

PPKS pada tahun 2025 dengan standar nasional tidak dilakukan karena 

indikator ini tidak digunakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. 

Namun demikian, berlaku kaidah umum yaitu semakin tinggi angka kecukupan 

instrumen, maka tentu akan semakin baik, jika diiringi ketaatan terhadap 

instrumen tersebut. 

 

5.    Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau 

peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah 

dilakukan 

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan 

kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan Dinas Sosial dalam mencapai 

sasaran 1 antara lain:  

1) PPKS yang dilayani di dalam panti adalah yang terdata di Data Terpadu 

Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial (DTKS Kementerian Sosial), 

sehingga lebih tepat sasaran. Sehubungan dengan perubahan sumber data 

dari DTKS ke DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional), maka 

juga disandingkan dengan DTSEN tersebut mulai tahun 2025 ini. 

2) Terlaksananya perencanaan dan pengganggaran berbasis kinerja dimana 

alokasi sasaran berorientasi kepada data populasi PPKS yang ada di 

Provinsi Sumatera Barat. Seperti pengusulan untuk penganggaran 

disesuaikan dengan jumlah target yang akan dilayani sehingga dapat 

menunjang peningkatan persentase PPKS yang mandiri.  

3) Adanya sinergitas antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota 

dengan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial dan masyarakat serta 

dunia usaha sehingga partisipasi tersebut dapat memberikan dampak positif 

pada pembangunan kesejahteraan sosial.  

4) Adanya penguatan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang terus 

berupaya memberikan motivasi kepada Potensi Sumber Kesejahteraan 

Sosial (PSKS), Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan dunia usaha 

dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial seperti 

dilaksanakannya bimbingan teknis untuk pengurus LKS serta peningkatan 
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kapasitas untuk PSKS dengan harapan dapat membantu tugas-tugas dinas 

sosial di lapangan.  

  Hambatan yang dihadapi terhadap capaian sasaran 1 sebagai berikut:  

1) Penurunan pendapatan daerah dan sumber-sumber pendapatan lain yang 

sah, dimana terjadinya efisiensi anggaran pada tahun 2025 ini sehingga 

dapat mempengaruhi kuantitas dan kualitas layanan yang diberikan kepada 

kelayan yang ada di dalam panti.  

2) Alokasi anggaran yang bersumber dari APBN yang sudah tidak ada sejak 

tahun 2022 sehingga mempengaruhi terhadap beberapa program seperti 

asistensi lanjut usia, sakti peksos, dan lain-lain. 

3) Jumlah SDM yang belum mencukupi sesuai dengan kebutuhan OPD. 

Seperti  jumlah pekerja sosial yang ada tidak sebanding dengan jumlah 

kelayan yang dilayani. Satu orang pekerja sosial melayani 10 orang 

kelayan, tapi kenyataannya satu pekerja sosial melayani 50 orang kelayan.  

4) Keterbatasan sarana dan prasarana pada UPTD-UPTD. Contohnya UPTD 

Bina Remaja Budi Utama Lubuk Alung, dimana alat-alat keterampilan 

otomotif yang dipakai untuk praktek tidak sesuai dengan kemajuan zaman, 

juga toolkit yang diterima kelayan tidak sesuai dengan yang diinginkannya. 

Contoh lainnya pada UPTD PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin dan PSTW 

Kasih Sayang Ibu Batusangkar untuk sarana dan prasarana pelayanan bagi 

lansia terlantar kondisinya sudah lama. 

5) Kurangnya minat dan kemauan dari anak-anak remaja putri terlantar untuk 

mengikuti bimbingan sosial dan keterampilan pada UPTD Sosial Bina 

Remaja Harapan Padang Panjang, sehingga pengembangan usahanya pasca 

pembinaan di UPTD belum berjalan dengan baik. 

Upaya yang dilakukan pada masa yang akan datang terhadap capaian sasaran 1: 

1) Membuat inovasi kegiatan untuk bimbingan aktivitas hidup kelayan panti 

sehingga dapat meningkatkan kreativitas dalam menjalani rehabilitasi 

sosial di dalam panti.  

2) Melakukan pembinaan secara berkala terhadap pelaksanaan pelayanan 

rehabilitasi sosial yang dilakukan di dalam panti.  
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6.    Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; analisis 

program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan 

pencapaian pernyataan kinerja 

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka 

pencapaian  sasaran strategis meningkatnya kemandirian PPKS dengan 

indikator kinerja persentase PPKS yang mandiri diperlukan sumber daya yang 

memadai, mencakup: 

1. Sumber daya manusia yang kompeten 

Dalam mencapai target kinerja sasaran meningkatnya kemandirian 

PPKS, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat didukung oleh ketersediaan 

pegawai yang saat ini berjumlah 151 orang yang terdapat pada dinas, 

tersebar di empat bidang, sekretariat serta 8 (delapan) UPTD. Dinas sosial 

dalam pencapaian kinerja organisasi didukung oleh fungsional pekerja 

sosial dan fungsional penyuluh sosial. Selain itu, di lapangan juga 

mempunyai Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang selalu 

siap siaga dalam membantu kelancaran tugas.  

2. Ketersediaan anggaran yang efektif 

Dalam rangka pencapaian keberhasilan sasaran meningkatnya 

kemandirian PPKS dengan indikator kinerja persentase PPKS yang mandiri 

dengan target 65 % pada tahun 2025 yang tercapai sebesar 74,03 % dengan 

tingkat capaian sebesar 113,89 %, telah disediakan anggaran melalui APBD 

pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 58.671.974.327,- 

dengan realisasi sampai 31 Desember 2025 sebesar Rp. 49.481.868.033,- 

atau sebesar 84,34 %. Anggaran ini tersebar pada 5 (lima) program yaitu: 

1) Program Pemberdayaan Sosial dengan anggaran sebesar Rp 

1.112.330.650,- yang terdiri atas 2 kegiatan dengan 3 sub kegiatan, 2) 

Program Rehabilitasi Sosial dengan anggaran sebesar Rp 55.350.245.441,- 

yang terdiri atas 5 kegiatan dengan 15 sub kegiatan, 3) Program 

Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan anggaran sebesar Rp. 

372.258.315,- terdiri dari 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan, 4) Program 

Penanganan Bencana dengan anggaran sebesar Rp. 1.769.597.166,- terdiri 

dari 1 kegiatan dan 5 sub kegiatan, 5) Program Pengelolaan Taman Makam 

Pahlawan dengan anggaran sebesar  Rp. 67.542.755,- terdiri dari 1 kegiatan 

dan 1 sub kegiatan.    
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Sesuai dengan perhitungan tingkat efisiensi penggunaan anggaran 

sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021, maka untuk 

perhitungan analisis efisiensi anggaran tahun 2025 dalam pencapaian indikator 

kinerja persentase PPKS yang mandiri adalah sebagai berikut: 

 
Tingkat Efisiensi  = {(𝑃𝐴 𝑥 𝐶𝐾) – RA} x 100 % 

                                 PA	

																						=	{(58.671.974.327 x 113,89 %) – 49.481.868.033)} x 100 % 
       58.671.974.327	

Tingkat Efisiensi  = 0,35 

Keterangan: 

PA = Pagu Anggaran = Rp. 58.671.974.327,-  

CK = Capaian Kinerja (%) = 113,89 % 

RA = Realisasi Anggaran = Rp. 49.481.868.033,- 

Untuk mengetahui besaran nilai efisiensi, tingkat efisiensi kinerja 

dikonversi menjadi skala 0 % - 100 % dengan formula penghitungan sebagai 

berikut: 

Nilai Efisiensi = ((50% + (tingkat efisiensi /20)* 50) 

Nilai Efisiensi = ((50% + (0,35/20)*50) 

Nilai Efisiensi = 137,50 % 
Berdasarkan analisis tingkat efisiensi di atas, dapat disimpulkan bahwa 

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat telah berhasil melakukan efisiensi sebesar 

137,50 % (sesuai dengan ketentuan bahwa untuk yang nilai efisiensinya tercapai 

> 100%, maka nilai efisiensinya dibulatkan 100%) dalam mendukung pencapaian 

indikator kinerja meningkatnya kemandirian PPKS dengan capaian indikator 

kinerja sebesar 113,89 %. Efisiensi terutama dilakukan dengan pengembalian 

DAU tagging kesehatan, pembinaan dan penguatan monitoring ke panti-panti 

milik masyarakat agar maksimal melaksanakan pelayanan rehabilitasi sosialnya 

dan bagi kelayan atau PPKS yang tidak terdaftar DTSEN, maka dana hibahnya 

tidak dicairkan dan dikembalikan ke kas daerah. Selanjutnya juga dilakukan 

penguatan layanan pada UPTD-UPTD melalui peran aktif jajaran UPTD beserta 

pekerja sosialnya dalam memandirikan PPKS nya masing-masing.  
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3.3.2.  Tujuan 2: Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani 

Tujuan ke-2 yang menjadi tujuan jangka menengah perangkat daerah 

sebagaimana tertuang dalam dokumen rencana strategis Dinas Sosial Provinsi 

Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah meningkatnya organisasi yang 

akuntabel dan melayani yang diukur melalui 2 indikator kinerja tujuan yaitu 1) 

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan 2) Tingkat kepuasan 

terhadap pelayanan organisasi. Pencapaian tujuan ini dapat dilihat dari realisasi 

indikator kinerja pada Tahun 2024 sebagaimana ditampilkan pada tabel 3.5 

berikut ini. 

Tabel 3.5 

Realisasi Indikator Kinerja Tujuan ke- 2 pada Tahun 2025 

   Sumber: Hasil Analisis Capaian Kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 
Capaian nilai akuntabilitas kinerja tahun 2025 telah mendukung capaian 

target jangka menengah pada tahun akhir rencana strategis (tahun 2026) sebesar 

96,92 %. Sedangkan untuk tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi 

telah dicapai dari target akhir tahun 2026 sebesar 100,88 %. Dilihat dari realisasi 

indikator kinerja tujuan meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani 

di atas dapat diketahui bahwa pencapaian tujuan kedua telah dicapai dengan 

baik, dengan rata-rata capaian kinerja tujuan sebesar 100,59%. Jika dilihat pada 

target akhir jangka menengah (renstra), diprediksi target tujuan dapat tercapai 

dengan baik. Ketercapaian target kinerja tujuan kedua ini direalisasikan dengan 

2 sasaran strategis yaitu 1) meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi dan; 

2) meningkatkan kualitas pelayanan organisasi. Berikut analisis capaian sasaran 

kinerja pada tahun 2025. 

 

 
No 

 
Tujuan ke-2 

 
Indikator Tujuan 

Tahun 2025 Target 
Akhir 

Renstra 

Capaian  
Tahun 2025 
Terhadap 

Target Akhir 
Renstra(%) 

Target Realisasi Capaian 
(%) 

1. Meningkatnya 
Organisasi 
yang Akuntabel 
dan Melayani 

Nilai 
Akuntabilitas 
Kinerja OPD 

73,25 73,08 99,77 75,40 96,92 

Tingkat 
Kepuasan 
TerhadapPelayan 
Organisasi 

85,05 86,25 101,41 85,50 100,88 

Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan ke- 2 100,59  98,90 
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B. Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi 

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban instansi pemerintah untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program 

dan kegiatan. Akuntabilitas kinerja merupakan bagian dari good governance 

dan berkaitan dengan penggunaan anggaran negara untuk pelayanan publik. 

Akuntabilitas kinerja diwujudkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah 

yang disusun secara periodik. Laporan tersebut merupakan bagian dari Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan 

integrasi dari sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja. 

Akuntabilitas kinerja ini memiliki beberapa komponen yaitu sebagai 

berikut: 

a.    Indikator Kinerja Utama (IKU). 

b.    Rencana Strategis (Renstra). 

c.    Rencana Kinerja Tahunan (RKT). 

d.    Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT). 

e.    Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKjIP). 

f.    Rencana Aksi Kinerja Tahunan. 

Beberapa indikator akuntabilitas kinerja antara lain: a) adanya 

kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan, b) adanya 

sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan 

kegiatan, dan c) adanya output dan outcome yang terukur. 

Komponen-komponen dari penilaian kinerja, meliputi perencanaan 

kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi internal. 

Selanjutnya masing-masing komponen memiliki sub komponen yang sama 

yaitu keberadaan (20 %), kualitas (30 %), dan pemanfaatan (50 %). 

Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.6. 

Tabel 3.6 

Komponen-Komponen Penilaian Kinerja dan Pembobotannya  

No Komponen yang 
dinilai 

Sub Komponen Total 
Bobot 
(%) 

Keberadaan 
(20%) 

Kualitas 
(30%) 

Pemanfaatan 
(50%) 

1. Perencanaan Kinerja 6 9 15 30,00 

2. Pengukuran Kinerja 6 9 15 30,00 

3. Pelaporan Kinerja 3 4,5 7,5 15,00 
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4. Evaluasi Internal 5 7,5 12,5 25,00 

 Nilai Evaluasi 
Akuntabilitas Kinerja 20 30 50 100,00 

Sumber : Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 88 Tahun 2021 

Indikator ini merupakan hasil implementasi program dan kegiatan-

kegiatan dalam rangka pembangunan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di 

Sumatera Barat. Akuntabilitas kinerja bukan hanya sebatas 

pertanggungjawaban anggaran, namun akuntabilitas kinerja juga di analisis dari 

aspek perancanaan, konsistensi perencanaan terhadap penyerapan anggaran, 

dan realisasi dari target yang telah di sepakati. Nilai hasil akhir dari 

penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, 

dengan kategori predikat sebagai berikut: 

Predikat Interpretasi 

AA (> 90 – 100) Sangat Memuaskan 

A (>80 – 90) Memuaskan 

BB (>70 – 80) Sangat Baik 

B (> 60 – 70) Baik 

CC (>50 – 60) Cukup (Memadai) 

C (>30 – 50) Kurang 

D (>0 – 30) Sangat Kurang 

 

1.  Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2025 

Pada tahun 2025 target indikator kinerja “Nilai Akuntabilitas Kinerja 

OPD” adalah dengan predikat BB (73,25) dan juga predikat BB (75,40) untuk 

target akhir renstra tahun 2026. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 dari Inspektorat Daerah 

Provinsi Sumatera Barat Nomor 700/147/LHE/INSP/2025 tanggal 24 Juli 2025, 

disebutkan bahwa hasil evaluasi terhadap AKIP Dinas Sosial Provinsi Sumatera 

Barat tahun 2025 nilainya 73,08 dengan predikat BB, sehingga capaian kinerja 

indikator ini pada tahun 2025 ini sebesar 99,77 %. 
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Adapun nilai hasil evaluasi per komponen penilaian yang diperoleh 

sebanyak 73,08 tersebut atau kategori BB dengan pengertian “Sangat Baik”, 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 3.7 

Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 

      

Sumber: Hasil LAKIP dari Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat, 2025 
 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa nilai akuntabilitas 

kinerja diukur dengan formula penghitungan penjumlahan terhadap 4 (empat) 

komponen dasar manajemen kinerja yaitu nilai perencanaan kinerja, 

pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi internal. Berdasarkan hasil 

evaluasi SAKIP tahun 2025 oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat terhadap 

4 (empat) komponen tersebut, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat 

memperoleh nilai total sebanyak 73,08. Persentase komponen penilaian 

tertinggi yang didapatkan adalah perencanaan kinerja dengan nilai 24,39 dari 

bobot 30 (81,3 %) dan persentase komponen terendah adalah pelaporan kinerja 

dengan nilai 14,67 dari bobot 25 (58,68 %). 

Pencapaian nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) 

tahun 2025 tersebut jika dibandingkan dengan target akhir rencana strategis 

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, dimana pada akhir 

tahun 2026 ditargetkan mendapatkan nilai 75,40 atau dengan predikat BB, maka 

capaian hasil AKIP tahun 2025 ini telah mendekati sasaran tersebut dengan 

No Aspek Komponen Penilaian Bobot Nilai 2025 

1 Perencanaan Kinerja 30,00 24,39 

2 Pengukuran Kinerja 30,00 21,93 

3 Pelaporan Kinerja 15,00 12,09 

4 Evaluasi Internal 25,00 14,67 

 Nilai Hasil Evaluasi Kinerja 100,00 73,08 

 Nilai Hasil Evaluasi SAKIP  73,08 

Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori)  BB 
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tingkat capaian 96,92 %. Kita optimis pada tahun 2026 mendatang akan tercapai 

sesuai dengan target yang telah ditetapkan.  Tabel 3.8 berikut ini disajikan target 

dan realisasi kinerja AKIP tahun 2025 dan perbandingannya dengan target akhir 

rencana strategis tahun 2026. 

Tabel 3.8 

Hasil Pengukuran antara Target Kinerja dan  

Realisasi Kinerja Tahun 2025 

 
No 

 
Sasaran 

Indikator 
Sasaran 

Target 2025 
(Predikat) 

Realisasi 2025 
(Predikat) 

Capaian 2025  
(%) 

1 Meningkatnya 

Akuntabilitas 

Kinerja Organisasi 

Nilai 

Akuntabilitas 

Kinerja OPD 

BB (73,25)  BB (73,08) 99,77 

 

Sumber: Hasil LAKIP oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 
 

Dasar perhitungan: 

Realisasi 2025  = Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD 

% Capaian  = Realisasi   x 100 % 

       Target 

    = 73,08  x 100 % 

       73,25 

    = 99,77 % 

 

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 

2025 dengan tahun sebelumnya 

Kemudian perbandingan realisasi kinerja pada tahun 2025 dengan 4 

(empat) tahun sebelumnya menunjukkan capaian yang paling tinggi pada tahun 

2025 tersebut. Pada tahun 2023 terjadi penurunan capaian AKIP ini dari 

sebelumnya 71,04 (tahun 2022) menjadi 66,72 pada tahun 2023. Tabel 3.9 

berikut ini ditampilkan capaian kinerja akuntabilitas kinerja organisasi selama 

5 (lima) tahun terakhir per komponen yang dinilai. 
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Tabel 3.9 

Capaian Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat   

Per Komponen Tahun 2021-2025 

Komponen 
Tahun 

2021 2022 2023 2024 2025 

Perencanaan Kinerja 26,37 26,37 24,38 23,25 24,39 

Pengukuran Kinerja 16,81 17,15 20,38 22,05 21,93 

Pelaporan Kinerja 10,78 10,78 10,38 10,32 12,09 

Evaluasi Internal 6,3 6,3 11,58 13,67 14,67 

Pencapaian Sasaran/ 
Kinerja Organisasi 

9,25 10,44 0 0 0 

Jumlah 69,51 71,04 66,72 69,29 73,08 
 

Sumber : LHE AKIP Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2025 (Diolah)   
 

Secara keseluruhan, perkembangan nilai akuntabilitas kinerja pada 

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat selama 5 (lima) tahun terakhir (tahun 

2021 sampai dengan tahun 2025) mengalami fluktuasi. Selengkapnya dapat 

dilihat pada grafik 3.2. 
 

Grafik 3.2 

Realisasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat 

Selama Tahun 2021 s.d Tahun 2025 

 
Sumber: Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Sosial oleh Inpektorat Daerah Tahun 2021-2025 
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3.  Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target 

jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan 

strategis organisasi 

Pencapaian nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) 

tahun 2025 tersebut jika dibandingkan dengan target akhir rencana strategis 

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, dimana pada akhir 

tahun 2026 ditargetkan mendapatkan nilai 75,40 atau dengan predikat BB, maka 

capaian hasil AKIP tahun 2025 ini telah mendekati sasaran tersebut dengan 

tingkat capaian 96,92 %. Kita optimis pada tahun 2026 mendatang akan tercapai 

sesuai dengan target yang telah ditetapkan.  Tabel 3.8 berikut ini disajikan target 

dan realisasi kinerja AKIP tahun 2025 dan perbandingannya dengan target akhir 

rencana strategis tahun 2026. 
 

Tabel 3.10 

Hasil Pengukuran antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja 

No Sasaran Indikator 
Sasaran 

Realisasi 2025 
(Predikat) 

Target Renstra 2026 
(Predikat) 

Capaian 
Renstra (%) 

1 Meningkatnya 

Akuntabilitas 

Kinerja 

Organisasi 

Nilai 

Akuntabilitas 

Kinerja OPD 

BB  

(73,08) 

BB  

(75,40) 

96,92 

 

Sumber: Hasil LAKIP oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dan 

Dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 

 

4.      Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar 

nasional (jika ada) 

Perbandingan realisasi kinerja untuk indikator kinerja nilai akuntabilitas 

kinerja OPD pada tahun 2025 dengan standar nasional tidak dilakukan karena 

laporan kinerja Kementerian Sosial Republik Indonesia Tahun 2025 belum terbit 

(belum muncul pada website Kementerian Sosial) hingga laporan kinerja ini 

diterbitkan. Namun demikian, berlaku kaidah umum yaitu semakin tinggi angka 

kecukupan instrumen, maka tentu akan semakin baik, jika diiringi ketaatan 

terhadap instrumen tersebut. 
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5.      Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau 

peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah 

dilakukan 

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja yang telah 

dilakukan Dinas Sosial dalam mencapai sasaran 2 tersebut antara lain: 

1. Melakukan penyesuaian kembali indikator tujuan, indikator sasaran, pohon 

kinerja maupun cascading kinerja sesuai dengan dokumen RPJMD Provinsi 

Sumatera Barat periode 2025-2029, rencana strategis Dinas Sosial Provinsi 

Sumatera Barat Tahun 2025-2029, maupun NSPK (Norma, Standar, 

Prosedur, dan Kriteria) yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan 

terkait. 

2. Melakukan dialog kinerja secara berjenjang disertai dengan perbaikan 

terhadap pohon kinerja dan cascading kinerja, baik berupa rapat pembahasan 

khusus terkait dokumen-dokumen perencanaan, rapat evaluasi pelaksanaan 

program dan kegiatan di internal Dinas Sosial, forum konsultasi publik 

rancangan awal rencana strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat 

Tahun 2025-2029. 

3. Memastikan komitmen bersama untuk melakukan perbaikan penerapan 

akuntabilitas kinerja di seluruh jajaran mulai dari esselon 2 hingga 

koordinator dan staf. 

4. Mendorong bidang-bidang bersama dengan sekretariat menyusun rencana 

aksi mengacu kepada SKP. 

5. Meningkatkan kualitas kinerja ASN mulai dari level pimpinan sampai ke level 

individu dengan mengikuti diklat, bimbingan teknis, dan sejenisnya. 

6. Melakukan rapat evaluasi kinerja secara berkala setiap bulan yang 

dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Sosial.  

7. Menyepakati jadwal rapat antar pimpinan, agar rapat pengendalian dan 

evaluasi kinerja dihadiri oleh semua pihak. 

Adapun faktor yang menghambat keberhasilan pencapaian kinerja untuk 

mencapai sasaran kinerja ini secara signifikan tidak ada, namun terdapat beberapa 

permasalahan yang perlu menjadi perhatian untuk lebih ditingkatkan, yaitu: 

1) Pemantauan terhadap rencana aksi dan realisasinya belum dilakukan setiap 

bulan dan lebih fokus kepada realisasi fisik dan keuangan kegiatan, maka 

diperlukan adanya pembahasan terhadap target kinerja secara berkala dalam 
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tahun berjalan, hambatan dan kendala yang dihadapi, dan arahan pimpinan 

untuk meningkatkan komitmen para pejabat struktural dan pelaksana 

kegiatan. 

2) Pemantauan terhadap rencana aksi dan realisasinya agar dilakukan secara 

berjenjang. 

3) Pengukuran dan pemantauan kinerja agar dilakukan secara memadai dan 

berkala. 

4) Belum seluruh unit/satuan kerja serta pegawai memahami dan peduli atas 

hasil pengukuran kinerja. 

5) Pelaporan kinerja agar dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi pencapaian 

kinerja dan belum mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi. 

6) Pemantauan kinerja internal agar dilaksanakan dengan pendalaman yang 

memadai. 

7) Pemantauan capaian kinerja internal agar menggunakan teknologi informasi 

secara optimal. 

8) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja yang dilaksanakan oleh APIP agar 

digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja dan belum 

sepenuhnya dimanfaatkan dalam perbaikan dan peningkatan kinerja. 

9) Tim SAKIP yang telah dibentuk untuk menjalankan tugasnya secara optimal. 

 

6.      Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; analisis 

program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan 

pencapaian pernyataan kinerja 

Untuk mencapai sasaran meningkatnya kinerja organisasi dengan 

indikator kinerja “nilai akuntabilitas kinerja OPD”, Dinas Sosial Provinsi 

Sumatera Barat pada tahun 2025 telah melaksanakan 1 (satu) program dengan 8 

(delapan) kegiatan dan 125 (seratus dua puluh lima) sub kegiatan. Termasuk 

didalam program ini kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh 8 

(delapan) UPTD Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Dukungan anggaran pada 

tahun 2025 ini dengan mengacu kepada DPA Perubahan Tahun 2025 sebanyak 

Rp. 32.920.428.743,- dan terealisasi sampai 31 Desember 2025 adalah Rp. 

31.268.483.816,- (94,98 %).  
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Sesuai dengan perhitungan tingkat efisiensi penggunaan anggaran 

sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021, maka 

untuk perhitungan analisis efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator nilai 

akuntabilitas kinerja OPD adalah sebagai berikut: 

 
Tingkat Efisiensi   = (𝑃𝐴	𝑥	𝐶𝐾	–	RA)			x	100	%	

																																															PA	

	 =	(32.920.428.743,- x 99,97 % - 31.268.483.816) x 100 % 
               32.920.428.743	

Tingkat Efisiensi   = 0,053 

Keterangan: 

PA = Pagu Anggaran = Rp. 32.920.428.743,- 

CK = Capaian Kinerja (%) = 99,97 % 

RA = Realisasi Anggaran = Rp. 31.268.483.816,- 
 

Untuk mengetahui besaran nilai efisiensi, tingkat efisiensi kinerja 

dikonversi menjadi skala 0 % - 100 % dengan formula penghitungan sebagai 

berikut: 

Nilai Efisiensi = ((50% + (tingkat efisiensi /20)* 50) 

Nilai Efisiensi = ((50% + (0,053/20)*50) 

Nilai Efisiensi = 63,25 % 

Berdasarkan analisis tingkat efisiensi di atas, dapat disimpulkan bahwa 

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat telah berhasil melakukan efisiensi sebesar 

63,25 % dalam mendukung pencapaian indikator kinerja meningkatnya 

akuntabilitas kinerja organisasi dengan capaian indikator kinerja sebesar 99,97 

%. Tingkat efisiensi yang masih dibawah 100 % ini akan menjadi bahan evaluasi 

ke depannya melalui peningkatan capaian kinerja dan melaksanakan efisiensi dan 

efektifitas anggaran, waktu dan sumber daya lainnya untuk mencapai output dan 

outcome secara maksimal.   

 

C.  Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial, penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang 

terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah 
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daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi 

kebutuhan dasar setiap warga negara meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, 

pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Kepuasan penyelenggaraan 

kesejahteraan sosial diukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang 

dilakukan kepada penerima layanan kesejahteraan sosial dalam satu tahun 

berjalan (tahun 2025) dan pelaksanaan survei tersebut telah menggunakan 

aplikasi https://sepakat.sumbarprov.go.id/.  

Berdasarkan survey yang telah dilaksanakan tersebut, terdapat sebanyak 

207 orang responden yang mengisi link aplikasi melalui akun email masing-

masing responden, juga terdapat nomor whatsapp yang hanya bisa digunakan 

untuk satu kali survey. Seluruh unsur diukur tingkat kepuasannya secara daring 

menggunakan form digital yang dapat diakses melalui smartphone dan komputer. 

Kuesioner terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang bertujuan mengetahui nilai 

masing-masing dan keseluruhan dari 9 (sembilan) unsur pengukuran kepuasan 

masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri 

Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 

tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan 

Publik. Kesembilan unsur yang dinilai dalam kuesioner SKM Dinas Sosial 

Provinsi Sumatera Barat yaitu: 

1.  Persyaratan Pelayanan 

Persyaratan pelayanan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan 

suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. 

2.  Prosedur Pelayanan 

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan 

penerima pelayanan, termasuk pengaduan. 

3. Jangka Waktu Pelayanan 

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan 

seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. 

4.  Indikasi Pungutan Liar oleh Petugas 

Indikasi pungutan liar oleh petugas adalah kemungkinan-kemungkinan 

adanya pungutan diluar aturan yang sah menurut perundang-undangan yang 

berlaku yang dilakukan oleh petugas. 
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5.  Produk Pelayanan 

Produk layanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai 

dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk layanan ini merupakan hasil 

dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. 

6.  Kompetensi pelaksana 

Kompetensi petugas adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pemberi 

layanan meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman. 

7.  Sikap Petugas 

Sikap petugas adalah sikap pemberi layanan dalam memberikan pelayanan. 

8.  Petugas Menindaklanjuti Keluhan dan Saran 

Menindaklanjuti keluhan dan saran adalah tata cara pelaksanaan tindak lanjut 

terkait keluhan dan saran. 

9.  Sarana dan Prasarana 

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai 

maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan 

penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, 

proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) 

dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung). 

Berdasarkan pedoman dari pelaksanaan penilaian Survei Kepuasan 

Masyarakat yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga 

mengacu kepada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan 

Masyarakat, maka penetapan nilai interval konversi, mutu pelayanan dan kinerja 

unit pelayanan dapat dilihat pada tabel 3.11 berikut ini: 
 

Tabel 3.11 
Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan 
untuk pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2025 

Sumber : PermenPANRB Nomor14 tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat 

Nilai Interval Mutu Pelayanan Kinerja Unit Pelayanan 

25,00-64,99 D Tidak Baik 

65,00-76,60 C Kurang Baik 

76,61-88,30 B Baik 

88,31-100,00 A Sangat Baik 
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Selanjutnya, untuk pengolahan data dalam pelaksanaan penilaian survey 

kepuasan masyarakat ini dihitung dengan menggunakan “Nilai Rata-Rata 

Tertimbang” masing-masing dari unsur pelayanan. Dalam penghitungannya 

terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki 

penimbang yang sama yaitu 0,11. Nilai 0,11 tersebut didapatkan dari pembagian 

jumlah bobot dengan seluruh jumlah unsur sebagaimana dapat dilihat pada rumus 

berikut ini: 
 

 
Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan 

Nilai Rata – Rata  (NRR) tertimbang dengan rumus: 

 

 

 

Untuk memudahkan interprestasi terhadap penilaian survey kepuasan 

masyarakat dengan rentang nilai antara 25-100, maka  hasil penilaian per unsur 

pelayanan maupun hasil total penilaian SKM tersebut dikonversikan dengan nilai 

dasar 25. Sehingga nilai persepsi, nilai interval, nilai interval konversi, mutu 

pelayanan, dan kinerja unit pelayanan seperti pada tabel berikut ini: 

 

Tabel 3.12 

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan  

dan Kinerja Unit Pelayanan  

Sumber : PermenPANRB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat 

 

 

Bobot Nilai Rata-rata tertimbang = Jumlah Bobot  = 1 =  0,11 

                                                                    Jumlah Unsur  9  

Nilai 

Persepsi 
Nilai Interval 

Nilai Interval 

Konversi 

Mutu 

Pelayanan 

Kinerja Unit 

Pelayanan 

1 1,00 – 2,5996 25,00-64,99 D Tidak Baik 

2 2,60 – 3,064 65,00-76,60 C Kurang Baik 

3 3,0644 – 3,532 76,61-88,30 B Baik 

4 3,5324 – 4,00 88,31-100,00 A Sangat Baik 

SKM = Total dari nilai persepsi per unsur X Nilai Penimbang 

                             Total unsur yang terisi 
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1.  Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2025 

Penilaian tingkat kepuasan ini meliputi 2 (dua) unsur penyelenggaraan 

kesejahteraan sosial yaitu layanan yang diberikan oleh SDM penyelenggara 

kesejahteraan sosial dan layanan yang diterima oleh Pemerlu Pelayanan 

Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam lingkup intervensi Dinas Sosial Provinsi 

Sumatera Barat yaitu pada 8 (delapan) UPTD milik Pemerintah Provinsi Sumatera 

Barat dan 128 panti milik masyarakat yang mendapatkan bantuan hibah dari 

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Sosial pada tahun 2025 ini. 

Juga masyarakat yang datang langsung ke Dinas Sosial untuk mendapatkan data 

dan informasi, menyampaikan permasalahannya, maupun mereka yang 

mendapatkan bantuan atau program tahun 2025. Berikut ini ditampilkan hasil 

penilaian survey kepuasan masyarakat terhadap Dinas Sosial Provinsi Sumatera 

Barat per unsur pelayanannya, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.13 berikut 

ini. 
Tabel 3.13 

Nilai Rata-rata (NRR) per Unsur Pelayanan 

Sumber : Hasil Pengolahan Data Survey, 2025 
 

Selanjutnya, untuk mengetahui indeks unit pelayanan dihitung dengan cara 
sebagai berikut:  

(No.1 X 0,11) + (No.2 X 0,11) + (No.3 X 0,11) + (No.4 X 0,11) + 
(No.5 X 0,11) + (No.6 X 0,11) + (No.7 X 0,11) + (No.8 X 0,11) + (No.9 
X 0,11) = 3,45 

No Unsur Pelayanan Nilai Unsur Pelayanan 

1 Persyaratan Pelayanan 3,46 

2 Prosedur Pelayanan 3,37 

3 Waktu Pelayanan 3,37 

4 Biaya / Tarif Pelayanan 3,75 

5 Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 3,43 

6 Kompetensi Pelaksana 3,45 

7 Perilaku Pelaksana 3,50 

8 Penanganan Pengaduan 3,30 

9 Sarana dan Prasarana 3,74 
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Dengan demikian nilai SKM unit Pelayanan di Dinas Sosial Provinsi 
Sumatera Barat pada tahun 2025 hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Nilai SKM setelah dikonversi = Nilai Indeks X Nilai Dasar 
= 3,45 X 25 
= 86,25 

b. Mutu Pelayanan   = B 
c. Kinerja Unit Pelayanan  = Baik 
Berdasarkan perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa Indeks 

Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap kinerja pelayanan Dinas Sosial Provinsi 

Sumatera Barat selama tahun 2025 bernilai 86,25 atau dengan kategori baik. 

Selengkapnya hasil penilaian survey kepuasan masyarakat pada Dinas Sosial 

Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 terdapat pada lampiran dokumen laporan 

kinerja ini. 

Berdasarkan capaian kinerja tersebut di atas menunjukkan tercapainya 

target tahunan terhadap kinerja ini sebagaimana yang ditetapkan pada rencana 

strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, karena pada 

tahun 2025 ini ditargetkan sebesar 85,05 dan tercapai 86,25 atau capaiannya 

sebesar 101,41%. Hal ini menunjukkan bahwa kelayan panti dan masyarakat yang 

mendapatkan pelayanan dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat sudah puas. 

Walaupun demikian, kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat akan terus 

dievaluasi dan ditingkatkan agar pelayanan kepada masyarakat yang 

membutuhkan layanan semakin lebih baik dan mencapai tingkat sangat baik. Tabel 

3.14 di bawah ini menggambarkan capaian kinerja yang telah dijelaskan di atas. 

 
Tabel 3.14 

Target dan Realisasi Kinerja pada Sasaran Strategis  
Meningkatnya Kualitas Pelayanan  Organisasi Tahun 2025 

 

    Sumber: Hasil Pengolahan Data Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), 2025 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 
Kinerja 

Realisasi Capaian 
(%) 

3 Meningkatnya 
Kualitas 
Pelayanan 
Organisasi 

Tingkat Kepuasan 
Terhadap 
Pelayanan 
Organisasi 

B (85,05) B (86,25) 
 

101,41 

Rata-Rata Capaian Kinerja   101,41 
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2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 

dengan tahun sebelumnya 

Perbandingan realisasi capaian kinerja untuk indikator sasaran ini selama 

5 (lima) tahun terakhir menunjukkan tren yang positif atau meningkat. Pada tahun 

2021 realisasi indikator tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi Dinas 

Sosial Provinsi Sumatera Barat sebesar 82,50, pada tahun 2022 sebesar 83,60, 

tahun 2023 83,62, tahun 2024 84,30, dan pada tahun 2025 meningkat kembali 

menjadi 86,25. Perkembangan tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi 

pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2021 sampai dengan 

tahun 2025 dapat dilihat pada grafik 3.3. 
 

Grafik 3.3 
Realisasi Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Organisasi 

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Selama  
Tahun 2021 s.d Tahun 2025 

 
Sumber: Hasil SKM Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2025 (Diolah) 
 
3. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target 

jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan 

strategis organisasi 

Perbandingan realisasi tahun 2025 dengan target jangka menengah 

perangkat daerah yang tertuang dalam dokumen rencana strategis dapat dilihat 

pada tabel 3.15. Sesuai dengan target indikator kinerja untuk tingkat kepuasan 

82,5 83,6 83,62 84,3 86,25

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2021 2022 2023 2024 2025



Laporan Kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 58 

terhadap pelayanan organisasi ini pada tahun 2026 sebesar 85,50, maka tingkat 

capaian kinerja pada tahun 2025 ini sudah melebihi target renstra tersebut karena 

sudah tercapai dengan nilai 86,25. Dengan demikian, maka untuk periode tahun-

tahun mendatang atau pada periode rencana strategis Dinas Sosial Provinsi 

Sumatera Barat tahun 2025-2029, penetapan targetnya harus di atas dari capaian 

kinerja tahun 2025.   

Tabel 3.15 
Hasil Pengukuran antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja 

Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi Tahun 2025 dan 
Perbandingannya dengan Target Renstra Tahun 2026 

 
No 

 
Sasaran 

Indikator 
Sasaran 

Target 
2025 

(Predikat) 

Realisasi 
2025 

(Predikat) 

Capaian 
2025  
(%) 

Target 
Renstra 2026 

(Predikat) 

Capaian 
Renstra 

(%) 
3 Meningkatnya 

Akuntabilitas 
Kinerja 
Organisasi 

Tingkat Kepuasan 
terhadap 
Pelayanan 
Organisasi 

85,05  
(B) 

86,25 
(B) 

101,41 85,50 
(B) 

100,88 

 

Sumber: Hasil LAKIP oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dan 
Dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 

4.      Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar 

nasional (jika ada) 

Perbandingan realisasi kinerja untuk indikator tingkat kepuasan terhadap 

pelayanan organisasi pada tahun 2025 dengan standar nasional tidak dilakukan 

karena laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kementerian Sosial Republik 

Indonesia Tahun 2025 belum terbit (belum muncul pada website Kementerian 

Sosial) hingga laporan kinerja ini diterbitkan. Namun demikian, berlaku kaidah 

umum yaitu semakin tinggi angka kecukupan instrumen, maka tentu akan semakin 

baik, jika diiringi ketaatan terhadap instrumen tersebut. 

 

5.      Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan 

kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan 

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja sasaran meningkatkan kualitas 

pelayanan organisasi pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, terdapat beberapa 

faktor yang mendorong keberhasilan tercapainya realisasi sesuai dengan target 

yang telah ditetapkan, diantaranya: 
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1. Menyempurnakan dan mengupdate berita kinerja Dinas Sosial pada media 

sosial dan website resmi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. 

2. Survei kepuasan masyarakat mendapatkan respon yang positif dari responden. 

3. Melakukan penyempurnaan terhadap SOP Pelayanan. 

4. Melakukan rapat rutin terkait pemantauan kinerja sampai level individu secara 

berkala.  

Hal ini menunjukkan masih dibutuhkan upaya-upaya peningkatan kinerja 

dan komitmen yang tinggi organisasi dalam meningkatkan pelayanan prima kepada 

masyarakat Provinsi Sumatera Barat, agar dapat mencapai target akhir rencana 

strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat periode 2021-2026 terhadap 

indikator tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi. 

Disamping upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mencapai keberhasilan 

indikator kinerja ini, juga terdapat beberapa faktor yang menghambat tercapainya 

sasaran kinerja tersebut, diantaranya: 

1. SDM yang mengelola dan mengoperasionalkan aplikasi masih terbatas di 

sekretariat dinas, sementara pada UPTD-UPTD belum berjalan dengan optimal. 

Mengingat pelayanan yang banyak dilakukan sesuai kewenangan provinsi 

adalah yang berada di dalam panti. Disisi lain, aplikasi SEPAKAT milik 

Provinsi Sumatera Barat ini juga baru dimulai pelaksanaannya pada tahun 2025. 

2. Belum maksimalnya seluruh tamu Dinas Sosial yang mengakses media survei. 

3. Sarana dan prasarana yang belum memadai dalam melaksanakan pelayanan 

dasar khususnya pada UPTD-UPTD. Hasil survei pada unsur sarana dan 

prasarana juga menunjukkan hasil yang menurun antara tahun 2025 (3,74) 

dengan tahun 2024 (3,86). 

4. Penyebarluasan informasi terkait pelayanan yang belum merata sampai ke  

penerima layanan. 

Dalam mengurangi dampak resiko tidak optimalnya capaian kinerja di tahun 

2026, maka Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat perlu melakukan pengendalian 

resiko dengan menyiapkan beberapa alternatif upaya tindak lanjut, diantaranya: 

1) Menetapkan petugas SDM yang mengoperasikan aplikasi SEPAKAT pada 

dinas dan UPTD-UPTD yang menjadi tanggung jawab Dinas Sosial. 

2) Memastikan SDM pelaksana pelayanan termasuk front office telah 

menerapkan budaya BerAKHLAK. 

3) Melakukan evaluasi secara berkala dalam SOP Pelayanan. 
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4) Melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap aksesibilitas informasi 

melalui website dan portal sosial media Dinas Sosial. 

6.    Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; analisis program/kegiatan 

yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan 

kinerja 

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas 

pelayanan organisasi dengan indikator tingkat kepuasan terhadap pelayanan 

organisasi, diperlukan SDM petugas yang telah ditunjuk untuk menjelaskan kepada 

responden, baik kelayan pada UPTD-UPTD, penerima manfaat program hibah pada 

panti-panti masyarakat, bantuan perlindungan sosial untuk korban bencana alam 

dan bencana sosial, penerima manfaat program pemberdayaan sosial dan 

penanganan fakir miskin maupun mereka yang datang ke Dinas Sosial untuk tujuan 

mendapatkan data dan informasi yang berhubungan dengan urusan sosial. Mereka 

hanya ditugaskan untuk menjelaskan dengan baik terkait unsur-unsur dalam 

pelayanan yang ada pada aplikasi, selanjutnya dengan menggunakan media 

smartphone dari masing-masing responden diminta mereka melakukan survey 

dengan jujur tanpa adanya intervensi. 

Apabila pelaksanaan ini dapat dimaksimalkan pada tahun-tahun mendatang 

dengan meningkatkan jumlah responden yang mengisi survey, maka akan semakin 

menggambarkan kondisi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang 

telah dilakukan. Terhadap ruang-ruang yang membutuhkan perbaikan pelayanan 

akan menjadi bahan masukan dan perencanaan di masa-masa mendatang. 

Kesimpulannya untuk pelaksanaan kinerja ini dapat dilaksanakan dengan maksimal 

pada tahun-tahun yang akan datang dengan memanfaatkan sumber daya yang ada 

di dinas dan UPTD-UPTD, tidak membutuhkan sarana dan prasarana tambahan 

yang membutuhkan anggaran. Jika pelayanan yang diberikan kepada penerima 

manfaat layanan dilaksanakan dengan baik di sepanjang waktu oleh seluruh pejabat 

maupun staf, maka tentu saja akan menghasilkan penilaian yang sangat baik pula 

dari penerima manfaat tersebut. 
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Untuk perhitungan analisis efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator 

tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi adalah sebagai berikut: 

 
Tingkat Efisiensi   = (𝑃𝐴	𝑥	𝐶𝐾	–	RA)			x	100	%	

																																															PA	

	 =	(32.920.428.743,- x 101,41 % - 31.268.483.816) x 100 % 
               32.920.428.743	

Tingkat Efisiensi   = 0,0677 

Keterangan: 

PA = Pagu Anggaran = Rp. 32.920.428.743,- 

CK = Capaian Kinerja (%) = 101,41 % 

RA = Realisasi Anggaran = Rp. 31.268.483.816,- 
 

Untuk mengetahui besaran nilai efisiensi, tingkat efisiensi kinerja 

dikonversi menjadi skala 0 % - 100 % dengan formula penghitungan sebagai 

berikut: 

Nilai Efisiensi = ((50% + (tingkat efisiensi /20)* 50) 

Nilai Efisiensi = ((50% + (0,0677/20)*50) 

Nilai Efisiensi = 66,93 % 
Berdasarkan analisis tingkat efisiensi di atas, dapat disimpulkan bahwa 

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat telah berhasil melakukan efisiensi sebesar 

66,93 % dalam mendukung pencapaian indikator kinerja meningkatnya kualitas 

pelayanan organisasi dengan capaian indikator kinerja sebesar 101,41 %. Tingkat 

efisiensi yang masih dibawah 100 % atau 66,93 % ini akan menjadi bahan evaluasi 

ke depannya melalui peningkatan capaian kinerja dan melaksanakan efisiensi dan 

efektifitas anggaran, waktu dan sumber daya lainnya untuk mencapai output dan 

outcome secara maksimal. 

Adapun gambaran perbandingan realisasi kinerja dengan Kementerian 

Sosial maupun beberapa Dinas Sosial Provinsi di tingkat nasional dan regional 

Sumatera dapat dilihat pada tabel 3.16. 
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Tabel 3.16 

Perbandingan Realisasi Sasaran Kinerja dengan Kementerian Sosial dan  

Beberapa Instansi Dinas Sosial Provinsi di Tingkat Pusat dan Regional 

Tahun 2024 

No Indikator Sasaran 
Kinerja 

Realisasi Kinerja 
Dinsos 
Prov 

Sumbar 

Kemensos Dinsos 
Prov DKI 
Jakarta 

Dinsos  
Prov Jawa 

Tengah 

Dinsos 
Prov 
Aceh 

Dinsos  
Prov 
Riau 

1 Meningkatnya 
Kemandirian PPKS 

60 - - - - - 

2 Nilai Akuntabilitas 
Kinerja OPD 

69,29 - - - 75,35 62,55 

3 Tingkat Kepuasan 
terhadap Pelayanan 
Organisasi 

84,30 90,52 93,76 88,50 - 79,32 

 

Sumber : Dokumen Laporan Kinerja Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Dinas 
Sosial Provinsi Jawa Tengah, Dinas Sosial Provinsi Aceh, dan Dinas Sosial Provinsi Riau 
Tahun 2024 

 

3.4 Realisasi Anggaran 

Untuk mencapai target kinerja Dinas Sosial dari sasaran yang telah 

ditetapkan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 6 Program 19 

Kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut 

berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 sebesar Rp. 

90.092.403.070,-.	Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan 

efektif mencapai sasaran kinerja Dinas Sosial. Adapun realisasi program terhadap 

anggaran  dapat dilihat pada tabel 3.17 sebagai berikut : 

 
Tabel 3.17 

Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Tahun 2025  

No Sasaran/Program Kegiatan Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) 

Meningkatkan Kemandirian PPKS  11  58.671.974.327    49.481.868.033 

1 Program Pemberdayaan Sosial  2   1.112.330.650 779.566.000     
2 Program Rehabilitasi Sosial  5 55.350.245.441 48.064.417.409    
3 Program Perlindungan dan 

Jaminan Sosial  
2 372.258.315 337.320.200    

4 Program Penanganan Bencana  1 1.769.597.166 233.133.424 
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  Sumber: Hasil Analisis Anggaran dan Realisasi Program Dinas Sosial Tahun 2025 
Dari jumlah anggaran sebesar Rp. 91.592.403.070,- terealisasi seluruh 

kegiatan sebesar Rp. 80.742.937.849,- atau 88,15 %. Hal ini menunjukkan dalam 

pencapaian sasaran 1, 2 dan 3 terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 

10.849.465.221,- (11,85 %). 

Selanjutnya, jumlah anggaran sebesar Rp. 58.671.974.327,- untuk mencapai 

sasaran 1 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 49.481.868.033,- atau 84,34 %. 

Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran 

sebesar Rp. 9.190.106.294 (15,66 %). Jika membandingkan antara capaian 

indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator 

kinerja sasaran meningkatnya kemandirian PPKS (113,89 %) lebih tinggi dari 

realisasi anggaran 84,34 %. Kemudian dari jumlah anggaran sebesar Rp. 

32.920.428.743 untuk mewujudkan sasaran 2 dan 3 terealisasi anggaran tersebut 

sebesar Rp. 31.261.069.816 atau 94,96 %. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian 

sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 1.659.358.927,-. Capaian 

rata-rata indikator sasaran 2 dan sasaran 3 jika dibandingkan dengan realisasi 

anggaran yang digunakan untuk pencapaian sasaran dimaksud juga lebih tinggi 

yaitu 100,59 % berbanding 94,96 %, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Program Pengelolaan Taman 
Makam Pahlawan  

1 67.542.755 67.431.000 

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja 
Organisasi 

8 32.920.428.743    31.261.069.816 

Meningkatnya Kualitas Pelayanan 
Organisasi 

1. Program  Penunjang  Urusan  
Pemerintahan Daerah Provinsi  

8 32.920.428.743 31.261.069.816 

 Jumlah  19  91.592.403.070    80.742.937.849 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Provinsi Sumatera 

Barat Tahun 2025 merupakan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana 

Kinerja (Renja) yang telah disusun sebelumnya. LKjIP Dinas Sosial disusun 

berdasarkan Perjanjian Kinerja Eselon II yang disusun oleh unit-unit kerja (eselon III) 

yang ada di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Dengan demikian LKjIP 

Dinas Sosial merupakan laporan terintegrasi dan terkonsolidasi (integrated and 

consolidated report) terhadap pencapaian kinerja Dinas Sosial secara keseluruhan. 

Sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2025 serta tugas pokok dan fungsi Dinas 
Sosial Provinsi Sumatera Barat, kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam rencana kinerja 
dimaksud dapat dilaksanakan dan tepat sasaran. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan 
tersebut karena didukung oleh ketersediaan dana dan sumber daya manusia. Selain itu,  
koordinasi dan kolaborasi juga terjalin dengan baik dengan instansi lain di tingkat 
provinsi, kementerian sosial serta partisipasi masyarakat melalui kelembagaan sosial. 

Berdasarkan paparan, analisis, uraian dan penjelasan yang terdapat dalam BAB 
per BAB, ketiga sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 
2025 dapat dicapai dengan baik dan maksimal. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat 
telah menunjukkan kinerja yang sangat baik selama tahun 2025. Rata-rata capaian 
kinerja dari ketiga sasaran yang telah ditetapkan adalah 105,02 %, dengan realisasi 
anggaran sebesar 88,15 %. Hal ini mencerminkan efisiensi dan efektifitas dalam 
penggunaan anggaran serta pengelolaan sumber daya dengan baik yang sangat penting 
untuk mendukung berbagai inisiatif sosial.  

Meskipun capaian kinerja menunjukkan hasil yang baik, masih terdapat 
tantangan yang perlu dihadapi, terutama dalam hal pengelolaan data penerima hibah 
program rehabilitasi sosial dan peningkatan kualitas sarana prasarana panti sosial. Oleh 
karena itu, Dinas Sosial disarankan untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan 
dalam pengelolaan program, serta meningkatkan kolaborasi dengan stakeholder untuk 
mencapai hasil yang lebih optimal di masa mendatang. Capaian dan tantangan yang 
ada, maka Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat diharapkan dapat terus meningkatkan 
kinerjanya dan memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Langkah-
langkah strategis dan evaluasi berkelanjutan akan menjadi kunci dalam mencapai 
tujuan tersebut. 
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4.2 Saran 
 Untuk memastikan bahwa kegiatan di lingkungan Dinas Sosial Provinsi 

Sumatera Barat dapat berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang optimal, maka 

dengan ini disarankan hal-hal sebagai berikut: 

1. Melakukan perencanaan anggaran yang lebih cermat dengan melakukan analisis 

kebutuhan yang mendalam dan penyesuaian anggaran sesuai dengan prioritas 

program. Melalui perencanaan yang matang diharapkan penggunaan dana dapat 

dioptimalkan, sehingga setiap program yang dilaksanakan dapat memberikan 

dampak yang signifikan bagi masyarakat. 

2. Meningkatkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang sosial juga menjadi 

hal yang sangat penting. Dinas Sosial perlu mengembangkan prosedur operasional 

yang jelas dan memberikan pelatihan bagi staf untuk meningkatkan kualitas 

layanan yang diberikan. Dengan demikian, masyarakat akan merasakan manfaat 

dari layanan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan mereka. 

3. Pemberdayaan masyarakat melalui program-program yang mendukung Potensi 

Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) juga harus ditingkatkan. Dinas Sosial dapat 

mengembangkan program pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan 

keterampilan dan kapasitas masyarakat. Melalui memberdayakan masyarakat, 

diharapkan mereka dapat mandiri dan berkontribusi lebih dalam meningkatkan 

kesejahteraan sosial di lingkungan mereka. 

4. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana UPTD serta panti-panti swasta milik 

masyarakat juga sangat penting untuk mendukung mutu layanan. Dinas Sosial 

perlu melakukan evaluasi terhadap kondisi fasilitas yang ada dan merencanakan 

perbaikan atau pengadaan sarana yang diperlukan. Dukungan fasilitas yang 

memadai tersebut, maka diharapkan layanan yang diberikan kepada masyarakat 

akan lebih optimal. 

5. Meningkatkan kolaborasi dengan berbagai stakeholder, seperti OPD lain di tingkat 

provinsi, Dinas Sosial Kabupaten/Kota, organisasi non-pemerintah, dan 

masyarakat. Kerjasama ini dapat memperkuat jaringan dukungan sosial dan 

memperluas jangkauan program-program yang ada. Selain itu, evaluasi dan 

monitoring secara berkala terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan juga 

sangat penting. Hal ini akan membantu Dinas Sosial dalam mengidentifikasi 

kekuatan dan kelemahan, serta melakukan penyesuaian yang diperlukan agar 

program tetap relevan dan efektif. 
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Berdasarkan langkah-langkah strategis yang telah dilaksanakan selama ini dan 

memperhatikan saran-saran tersebut, diharapkan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat  

dapat meningkatkan kinerjanya untuk periode pembangunan daerah 2025-2029 yang 

baru dimulai pelaksanaannya tahun 2025 ini. Khususnya dalam meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat yang tergolong PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan 

Sosial) sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi yaitu di dalam panti. 

 

Padang, 25 Februari 2026 

 



 



 



https://v3.camscanner.com/user/download
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LAMPIRAN III 

HASIL PENILAIAN KEMANDIRIAN PPKS (PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL) 

1. UPTD PSBN TUAH SAKATO PADANG 
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2. UPTD PSBG HARAPAN IBU PADANG 
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3. UPTD PSKW ANDAM DEWI SOLOK 
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4. UPTD PSAABR BUDI UTAMA LUBUK ALUNG 
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5. UPTD PSAA TRI MURNI PADANG PANJANG 
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6. UPTD PSBR HARAPAN PADANG PANJANG 
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7. UPTD PSTW SABAI NAN ALUIH SICINCIN 
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8. UPTD PSTW KASIH SAYANG IBU BATUSANGKAR 
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PENGOLAHAN DATA SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) PER
RESPONDEN DAN PER UNSUR PELAYANAN

DINAS SOSIAL
PROVINSI SUMATERA BARAT

Tahun 2025

No No HP Nama U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9

1 082285057738 Wendra Rovikto 4 4 3 4 4 4 4 3 4

2 083113109818 Ana nuryana 3 3 4 4 4 4 4 3 3

3 081365450345 ade febri suryani 3 3 3 4 3 4 3 3 3

4 082381763749 Luki Septarna 3 4 3 3 3 3 3 3 3

5 085263380553 sandra dwi puja kusuma 4 4 4 4 4 4 4 4 4

6 081268535131 CITRA ELHARILDHA 4 3 4 4 4 4 3 3 4

7 082392635289 Rabiatul Yusra 3 3 3 3 3 3 3 3 3

8 081267313313 Nurhayati 4 4 4 4 4 4 4 4 4

9 0895355210030 dinda amalia putri 4 3 3 4 3 4 3 3 4

10 082288354920 Rabyatul mardiah 4 4 3 4 4 4 4 3 4

11 081377630069 Jihan 3 3 3 4 3 3 4 3 4

12 082173960026 Megawati Nurza 3 3 4 4 3 3 4 3 4

13 081363323199 Yuhelmi 3 3 3 4 3 3 3 3 3

14 081363573403 Amba, SM 4 3 3 4 2 4 3 4 3

15 082388528209 Sefria Lola Sari 4 4 4 4 4 4 4 4 4



No No HP Nama U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9

16 083136193136 Nabila Salma Lingga 4 4 4 4 4 4 4 4 4

17 085363800081 SYAFLAN 4 4 4 4 4 3 4 3 4

18 082390512475 Gusnita 3 3 3 4 3 3 3 3 3

19 081266035600 Melsi eldawati, S. PdI 4 3 4 4 3 4 4 3 4

20 081371719477 Hendra oktaviandi 4 3 3 4 3 3 3 2 2

21 085215931072 Prillia Puspitasari 3 3 3 4 3 3 3 2 3

22 082389756502 Asmajuita 4 4 4 3 4 3 4 4 4

23 081320621007 Toni Kurnia Putra 4 4 3 4 4 4 4 4 4

24 081266744032 Masrial 4 4 2 4 4 3 4 3 4

25 085274138642 Jamhur 3 3 3 4 3 3 4 3 4

26 081363030327 Nasril 4 3 4 4 2 4 4 4 4

27 088287081905 Rini Marlina 4 4 4 4 2 4 4 4 4

28 081363041020 YUSKAL 3 3 3 4 3 4 4 4 4

29 085274485075 Edwar 4 4 4 4 4 4 4 4 4

30 085263316196 Osvinar 3 3 3 4 3 3 3 3 3

31 085271101263 Kurniati Harisa 4 3 3 4 4 4 4 4 4

32 085263103256 AHMADUL FAUZI 3 4 4 4 4 4 4 4 4

33 085374120203 Samsul Bahri 3 3 3 3 3 3 3 3 3



No No HP Nama U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9

34 085263397000 Febrisa Asweni 4 3 3 4 3 4 3 3 4

35 083105566739 Nur Hamidah 3 3 3 4 3 3 3 4 4

36 082172120008 TRISNA MUZAHAR. SE, MM 3 3 3 3 3 3 3 3 4

37 085833134348 Marsya Wulandari 4 3 4 4 4 4 3 3 4

38 081267124844 Ramadan Nope 2 3 3 3 3 3 3 2 3

39 081378455324 NADYA WILDA 4 4 3 3 3 4 4 4 4

40 083182295864 Divanadya Salsabila 3 3 3 3 3 3 3 3 3

41 085198044661 Syifa ulya 3 3 2 3 3 2 2 2 2

42 08973546106 Fristi Andelly Ningrum 4 4 4 4 4 4 4 4 4

43 081365153862 Puteri Afifah Maharanie 4 4 3 4 4 3 3 4 4

44 082169969994 Fellycia syahren 3 3 4 3 3 3 3 3 3

45 082391633733 Sabrina Salsabila 3 3 3 3 3 3 3 3 3

46 083181826595 Selvi Rahma Gusni 4 4 4 4 4 4 4 4 4

47 083114153025 Sila Salsabila 3 4 4 3 3 3 4 4 4

48 085324868110 Alya Rahma Yulaf 3 3 3 4 3 3 3 3 3

49 082169042860 Dwi Nala Muli 4 3 3 4 3 3 4 3 4

50 081275151171 Aulia Zahra Syafitri 1 3 3 3 3 3 3 3 4

51 089526672036 Dinda Dwi Lestari 3 3 3 3 3 3 3 2 3



No No HP Nama U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9

52 081399334869 Annisa Zahira 4 3 4 3 3 3 3 3 3

53 082173954521 Dimas Andika Saputra 3 3 3 4 3 3 3 3 3

54 082173185250 Nesha Dilvanila Amirda Khairos 3 3 3 3 3 3 4 3 4

55 085263755564 Habibi Syarif 3 3 3 3 3 3 3 3 3

56 082284527378 Natasya 4 3 4 4 4 4 4 4 4

57 083163730848 Olivia Aulia Putri 4 4 4 4 4 4 4 4 4

58 088277446700 Ashri Ramadhania 3 3 3 3 3 3 3 3 3

59 083161996421 Rintan Rahmawati 4 4 4 4 4 4 4 4 4

60 085364662316 Putri Fauziah 3 3 3 3 3 3 4 3 4

61 082169616242 Suci Ramadhani 4 4 4 4 4 4 4 4 4

62 082174795500 Fahyra 3 3 3 3 3 3 3 3 3

63 085187168363 Rifa anjeli 3 4 3 4 3 3 3 3 4

64 083178837684 Adela Aprilia Putri 3 3 3 3 3 3 4 4 4

65 082352104987 nurhalimah 4 3 3 4 4 4 4 4 4

66 082283530241 Rizka Dj 3 3 3 3 3 3 3 3 3

67 08380805717 Syalwa suci widyartati hutabarat 4 3 4 3 4 4 4 4 3

68 08216901557 Cristy nahiro goeci 3 2 3 3 3 3 3 3 3

69 081210607793 Nurhani Afifah 4 4 4 4 4 4 4 4 4



No No HP Nama U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9

70 083826042945 Heli indah permata sari 2 4 3 4 4 4 4 4 4

71 085668367921 Kholijah 4 3 3 4 4 3 3 3 4

72 082173155396 Mia Ramadhani 3 3 3 3 3 3 3 3 3

73 081363150565 Arlinda 4 4 4 4 3 4 4 3 4

74 082361994269 Vauziah Agustin 4 4 3 3 3 3 3 3 3

75 089628527342 Yuan fatihah dzhikri 2 3 3 3 3 3 3 3 3

76 085888094373 Darathul ‘Aini 4 4 4 4 4 4 4 4 4

77 083186226745 Siska Adelia Putri 4 4 4 4 4 4 4 4 4

78 083181950460 Ahmad Haikal 3 3 4 3 3 4 3 4 4

79 089623198271 nadya afrilia 3 3 4 4 3 4 2 3 4

80 082282436580 Fatwa wijaya 4 4 4 4 4 4 4 4 4

81 081260067064 Yosi Simatupang 4 3 3 3 3 3 3 3 4

82 088270875498 Marisa Musfo Yolanda 3 3 3 3 3 3 3 3 4

83 088247774050 AL HADID GEOVANI 3 3 3 4 4 4 4 4 4

84 083869911181 Muhamad Dedek Kurniawan 3 3 3 4 3 3 3 1 3

85 083867316656 Muhammad fhadel alfahri 3 3 3 3 3 3 3 3 3

86 083815538065 HASANNUDIN 3 3 2 4 3 2 3 2 3

87 081275771347 Ahmad Rafli Fadhillah 3 3 3 4 4 3 3 3 4



No No HP Nama U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9

88 082313163845 Fajri Mubarok 3 3 3 4 3 3 3 2 3

89 081363596720 NURSAM 4 4 4 4 4 4 4 4 4

90 088279799350 Roja anggara 3 3 3 4 3 3 4 3 3

91 083189979504 Nur assifa 4 4 4 4 4 4 3 4 4

92 +6283826060054 Hafiza Rasyida 3 3 3 4 3 3 3 3 4

93 083867118744 ZULHAIDI 3 3 3 2 3 2 3 2 2

94 081372772660 Tessa marisa putri 3 3 3 4 3 4 4 4 4

95 082267743998 Selvira rkza 4 4 4 4 4 4 4 4 4

96 +628122232077 Hendri Yan Syah 4 4 4 4 4 4 4 4 4

97 082288548996 Linda Arlita 4 4 4 4 4 4 4 4 4

98 081374338558 Renaldi 4 4 4 4 4 4 4 4 4

99 085375498833 Yuridra Hasramogi 3 3 3 4 3 3 3 3 4

100 082386222933 Febriani 3 3 4 4 4 3 4 3 4

101 082170483698 GUSTI RAHAYU 4 4 4 4 4 4 4 4 4

102 081386022568 Zuhelda 3 3 3 4 4 3 3 3 4

103 08126788894 Aprinal 3 3 3 4 3 3 3 3 4

104 081281801074 sry budi yani 4 3 3 4 3 4 4 4 4

105 085361382514 Desi Ratna Sari 4 4 4 4 4 4 4 4 4



No No HP Nama U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9

106 082169544893 Busyra Aulia Luqyana 4 3 3 4 3 3 3 3 4

107 081374551430 Petrus 4 3 4 4 4 4 4 4 4

108 083125342888 Desmeria Roza 4 3 3 4 3 3 3 4 4

109 081280555418 Roza Puspita Sari 4 4 4 4 4 4 4 4 4

110 0811663634 ikmal 3 3 3 3 3 3 3 3 3

111 081363846107 Afrianto 4 4 4 4 4 4 4 2 4

112 082386835341 Wahyuni Atfatila, S. Pd 3 3 3 4 3 3 3 3 4

113 08113155185 Agus Widianto, S.I.Q., S.Th.I., M.Ag. 4 4 4 4 4 4 4 4 4

114 082213315224 Riki Rikardo 3 3 3 3 3 3 3 3 3

115 082385532200 Fadhila Aini 4 3 3 3 3 3 3 3 4

116 082284547037 Muhammad Irfan 4 4 4 4 4 4 4 2 4

117 085263814731 Rahmi, S.Pd 4 3 4 4 4 4 4 4 4

118 082288329901 Suliyanti, S.Pd 4 3 3 4 3 3 3 3 4

119 081535349791 Nenci felina 3 3 3 4 3 3 3 3 4

120 082283194391 Tria Fitri Utami 4 3 3 3 3 3 3 3 4

121 082387190221 Ari Gunawan 4 4 4 4 4 4 4 4 4

122 082285891722 Ulfa Nabila 4 4 4 4 4 4 4 4 4

123 081374057275 Syafi'i 3 3 3 4 3 3 3 3 4



No No HP Nama U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9

124 082170419832 asnidar 3 3 3 4 3 3 4 3 4

125 085265898760 Vira Yunita 4 3 4 4 4 3 4 3 4

126 081299405034 Afri Rahma Fika 4 3 3 4 3 3 4 4 4

127 085240731602 Astri Mitha Nabilah 4 4 4 4 4 4 4 4 4

128 08126767514 JEFRI 3 4 3 4 3 3 3 3 4

129 082320148799 Yelfi Sofiani 4 4 4 4 4 4 4 4 4

130 0895618305939 Maisyarah Mardhatillah 4 4 3 4 4 4 4 4 4

131 085215659014 Rinaldi 3 2 3 3 3 3 3 2 3

132 082288402157 Fitri Handayani 4 3 4 4 4 4 4 4 4

133 082114005979 Mulya Rizki 4 4 4 4 4 4 4 4 4

134 081363992003 Zulmi hamidah 4 3 3 4 4 4 4 4 4

135 085274008331 Elisa Desfira 3 3 3 4 4 3 3 3 4

136 085274571109 Drs Syahrul 4 4 4 4 4 4 4 3 4

137 081267269657 Rahmiati 3 4 3 2 3 3 3 2 4

138 081388287192 Jefri Sekuel Kayai 4 3 4 4 4 4 4 4 4

139 085368069677 Nur komaria ritonga 3 3 3 3 3 3 3 3 3

140 081276954600 M.ABDUL AZIZ 3 3 3 3 4 4 3 3 4

141 085363535979 Sari Joheni 4 4 4 4 4 4 4 4 4



No No HP Nama U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9

142 081276357479 H.YOSERIZAL SPdI.MPd 3 3 4 4 3 4 3 2 3

143 085271666975 Yoseva Ramdanis 4 4 3 4 3 4 4 3 4

144 085271659440 Ijazul patjeri 4 3 4 4 4 4 4 4 4

145 085363225221 Septa Morita 3 3 3 3 3 3 4 3 3

146 082174419767 NURDIAH SHALAT 3 3 3 3 3 3 3 3 3

147 081378503277 Junaidi 4 3 3 3 3 4 3 3 4

148 085263990633 Elfira Deviyanti,S.Pd. 3 3 3 4 3 3 3 2 4

149 081355559334 YUSNI 4 4 3 4 3 4 4 4 4

150 088279515715 Murita Andriana. ML, S.Pd 3 3 3 4 4 4 4 4 4

151 081267014747 Dewi Afriani, SE.,M.M 3 4 4 4 4 3 4 4 4

152 082286199616 Tobi Irawan 4 4 4 4 4 4 4 4 4

153 085364066300 Jeni Srinanda 3 3 3 4 3 3 3 3 4

154 089524260816 Syahira Hayati Yusrineza 4 3 4 4 4 4 4 4 4

155 085312966787 Muziarni 4 4 4 4 4 4 4 4 4

156 085274820506 Detty Ervita 4 4 3 4 4 4 4 4 4

157 081363213994 Siswati 3 3 3 4 3 3 3 3 3

158 082171723323 Eka Juwita Arief 3 3 3 4 3 3 3 3 4

159 081363477917 Hj. Tinny Kurniaty, S. Ag 4 4 3 4 4 4 4 4 4



No No HP Nama U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9

160 082174858757 Asni Arif 3 3 3 4 3 3 3 3 4

161 085263236134 Irmawati, S.Sos 3 3 3 4 3 3 3 3 4

162 081363433239 Mayarizal 4 4 4 4 4 4 4 3 4

163 082169916687 Afriwildion 4 3 3 4 3 3 3 3 4

164 082391866492 HANIFANDI 3 4 4 4 4 3 4 4 4

165 089601658520 Nabil 4 3 4 4 4 4 4 4 4

166 088271151954 M Ghurfatta Zanurain 3 3 4 4 4 4 4 4 4

167 083140761768 Masyitoh Kartini Ramali 3 3 3 3 3 3 3 4 4

168 08992686362 Keysha Rahmadhani Syahrit 3 3 3 4 3 3 3 3 4

169 089519377030 rendy yazid alfarizi 3 4 3 4 4 4 4 4 4

170 081378745523 Nilam zulaikha 3 3 3 4 4 4 4 3 4

171 082171541054 Amirah Naila Ramadhani 4 4 4 4 3 4 3 2 4

172 083841950375 Najiha Kalista Ibadillah 3 4 3 4 4 4 4 3 4

173 087777644772 Asyifa Zilvi 3 3 3 4 3 3 3 3 3

174 085214042149 Anggi Ramadhani 4 4 4 4 4 4 4 3 4

175 082286764714 Alisa Chantika Putri 3 3 3 3 3 3 3 3 3

176 081275400956 Dhea Lova Tri jasandy 3 3 3 4 3 3 3 3 3

177 085157215772 Aqilah Nasywa Sabenna 3 3 3 4 3 3 3 3 4



No No HP Nama U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9

178 081268542418 Orin Armi Vanesha 3 3 4 4 3 3 4 3 4

179 082390107408 Lailatul Fadhilah 3 3 3 4 3 3 4 3 4

180 082289207476 Nawaf 4 4 4 4 4 4 4 4 4

181 081375345119 Monica Efrida Mudri Wahyuni 4 3 4 4 4 3 4 4 4

182 081363139484 Dara Ayu Nusapada 3 3 3 3 3 3 3 3 3

183 081365866837 Nabila Sukma 4 3 3 4 3 3 3 3 4

184 083132240221 Nadila nahdatul huda 3 3 3 3 3 3 3 3 4

185 082174632921 Donald Debra 3 4 3 4 3 3 3 3 3

186 082391378044 Ir. FUDELIAT 3 3 3 3 3 3 3 3 4

187 085374750634 Suharmen 3 4 3 4 3 3 3 3 4

188 081277070098 Desyontori Asriel 4 3 3 4 3 3 4 3 3

189 089530119456 supendri 4 4 4 4 4 4 3 4 4

190 081363121458 Tarmizi Ahmad 4 4 3 4 3 3 4 3 4

191 085271680505 RANI FITRIA S 4 4 4 4 4 4 4 3 4

192 0895613399408 Arif anshari DWI alfi 3 3 3 4 3 3 3 3 4

193 083861978674 ENHJEL OKTADIANO SARVERA 3 4 3 4 3 4 4 4 4

194 089618176474 Ridho Illahi 3 3 3 4 3 3 3 3 4

195 085263170651 Amrizal 4 4 3 4 4 3 4 3 4



No No HP Nama U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9

196 083867388151 Nada 3 3 3 3 3 3 3 3 3

197 082171541286 sheerin almira agusti 3 3 4 4 3 3 3 3 4

198 082171466814 Misnayetti 2 4 4 4 4 4 4 4 4

199 082287927495 Jhon simamora 3 4 3 4 3 4 4 3 4

200 081266386772 Mudar 4 3 3 4 4 3 4 3 4

201 082392049366 Ifrizal 4 3 3 4 4 3 3 3 4

202 081272478594 Syafriona 4 3 3 4 4 3 2 3 4

203 081267347737 Nur Azizah 4 4 3 4 3 3 3 3 4

204 085669063020 FAISAL HAMID 4 3 4 4 4 4 4 4 4

205 085274729732 yulia permata sari 4 4 4 4 4 4 4 3 4

206 081373995435 Bismi Rahma putri 2 4 4 4 4 4 4 4 4

207 082287860020 Aulia Rahmadani 4 4 3 4 4 4 3 3 4

Total 717 698 697 777 710 714 725 684 775

NRR 3.46 3.37 3.37 3.75 3.43 3.45 3.5 3.3 3.74

NRR Tertimbang 0.38 0.37 0.37 0.41 0.38 0.38 0.39 0.36 0.41

IKM 3.45

Konversi IKM 86.25

Nilai Layanan B: Baik



Keterangan :

U1 - U9 Unsur - Unsur pelayanan

NRR Nilai rata-rata

IKM Indeks Kepuasan Masyarakat

NRR Per
Unsur

Jumlah nilai per unsur dibagi
Jumlah kuesioner yang terisi

NRR
tertimbang

NRR per unsur x 0.111 per unsur

IKM UNIT PELAYANAN

Mutu Pelayanan :

A (Sangat Baik) : 88,31 - 100,00

B (Baik) : 76,61 - 88,30

C (Kurang Baik) : 65 - 76,60

D (Tidak Baik) : 25,00 - 64,99

No. UNSUR PELAYANAN NILAI RATA-RATA

U1 Persyaratan 3.46

U2 Prosedur 3.37

U3 Waktu Pelayanan 3.37

U4 Biaya/Tarif 3.75

U5 Produk Layanan 3.43

U6 Kompetensi pelaksana 3.45

U7 Perilaku pelaksana 3.5

U8 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 3.3

U9 Sarana dan Prasarana 3.74



INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
OPD DINAS SOSIAL

PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2025

NILAI IKM Nama Layanan

86
Jumlah : 207 Orang

Jenis Kelamin : L = 69 orang / P = 138 orang

Pendidikan : SD  =  0 orang

SMP  =  2 orang

SMA  =  48 orang

DIII  =  56 orang

S1  =  80 orang

S2  =  14 orang

S3  =  0 orang

Periode : 01-01-2025 s/d 30-11-2025

TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN MASUKAN ANDA
SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI

DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT
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